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BABI 

PELAKSANAAN PENDAFf ARAN TANAII SISTEMA TIK 

DANPENGARUHNYATERHADAPTERTIBPERTANAIIAN 

DIKELURAHANSERDANGJAKARTAPUSAT 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dilak:sanakan secara berkesinarnbungan untuk 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi. 

Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpall darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejaineraan umwn meneerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sejalan dengan tekad dan kebijaksanaan pemerintah untuk melnksanakan 

pembangunan dalam r.mgka mencapal tujuan nasional, aspek pertanaban 

merupakan sa1ah satu faktor penunjang yang sangat pentlng bagi keberhasilan dan 

pemerataan basil pembangunan. Dikatakan penting, kanona tanah menjadi 

kebutuhan yang sangat menentukan bagi hajat bidup manuaia. 

Tanah telah berkembang menjadi masalah lintas sektontl yang mempunyai 

dimemi ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan, sekaligus sebagai 

pengejawantahan dari kelima sila dalarn Pancasila. Dalarn kaitan itu Garis-Garis 

Besar Haluan Negara Tahun 1993 Bab VI Sub F No. 15 menegaskao, bahwa: 

"Tanah dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial, 

pemanfaatannya perlu diatur dan dikembangkan dalarn pola lata ruang yang 

terkoordinasi bagi sebesar-besar kesejahteraan rnasyarakat. 11 Kemudian dipertegas 

kembali melalui garis kebijaksanaan yang dituangkan dalarn GBHN Tahun 1999 

Bab IV Sub B No. 16: 

1 Universitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



2 

Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan 

dan penggunaan tanah seeora adil, transparan dan produktif dengsn 

mengutamakan hak-hak setempat, tennasuk hak ulayat dan masyarakat 

ada!, serta berdasarkan tala ruang wilayah yang serasi dan seimbang. 

Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan kerumitan yang tinggi, hal 

ini disebabksn oleh realitas yang menunjukksn bahwa kebutuhan manusia akan 

tanah senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbahan dan pembangunan di 

segala bidang. Di lain pihak seeara kuantitas jumlah tanah tidak bertanibah luas 

(relatif tetap). Oleh karena itu permasalahan di bidang pertanahan dituntut agar 

dapat mengelola tanah yang tetsedia seeara opthnal, sehingga secara profusional 

masing-masing kepentingsn dapat diakomodir secara proposional sebagei 

peneenninan dari cita-cita pembangmum nasional di segala bidang. 

Selanjutnya Majelis Pennusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR 

Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria 

dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dalarn konsiderannya mempertimbangkan, 

"Bahwa pengelolaan sumberdaya alarn (agraria) yang berlangsung selama ini 

telab menimbulkan penurunan knalitas Jingkuugan, ketimpangan struktur 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan 

berbagai konflik" .Dari penegesan Garis-Garis Besar Haluan Negsra dan 

Ketetapen MPR tersebut di alas semakio jelas bahwa administrasi pertanahan 

mempuuyai peranan penting yang perlu mendapatkan penangsnan yang Jebih 

serius dan sunggah-sunggah agar dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas 

pemerintah dalam pemerataan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan. 

pemanfaatan, sampai kepada pengendaliannya. 

Berkenaan dengsn hal tersebut dalam penjelasan UUP A angka II butir 2 

disebutkan negara buksn pemilik tanah tetapi lebih tepat sebagai organisasi 

kekuasaan dari selurah rakyat (bangsa) yang bertindak sebagai badan penguasa. 

Dari sudut pandang inilah harus dilihar ketentuan Pasal 2 ayar (1) UUP A yang 

Universitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009
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menyatakan bahwa, "Bumi, atr, dan ruang angkasa, termasuk dikuasai o1eh 

negara11
, 

Sesuai dengan pokok pikiran di atas perkataan "dikuasai" bukan berarti 

"dimilikin akan tetapi mempWlyai pengertian~ yang memberi wewenang pada 

tingkat tertingggi, untuk: 

a. Mengatur dan menye1enggatukan peruntukkan, penggunaan., persediaan 

dan pemeliharaannya; 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dan) 

bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mcngatur nubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Pada tahun 1991 Badan Pertanaban Nasional bekeljasama dengan Bauk 

Dunia menyusun laporan Indonesia Land Re.sources Management Planning. 

Berdasarkan basil diskusi dengan Pemerintah Indonesia. Bauk Dunia menyusun 

persiapan proyek yang menitikberstkan pada pengelolaan dan pereneanaan 

sumber daya tanab. Pada tahun 1992 Bank Dunia mengiritukan sebuab nUsi 

proyek berfokus pada paningkatan· adminislrasi pertanaban, khususnya aspek 

pengurusan bak, pendaftaran tanab, dan kerangka kelembagaan. 

Hasl1 evaluasi yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanaban Nasional dan 

Bauk Dunia antara lain menyatakan babwa se1atna lebih dan 35 tahun 

pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agrarla, Badan Pertanaban Nas.ional telab 

melaksanakan pendaftaran tanab dengan landasao kelja dan landasan hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabun 1961. Dengan keterbalasan yang ada 

sampai tahun 1997 te1ah berhasil mendaftar ±18 juta bidang tanah. Namun 

demikian besil tersebut dipnndang kunmg memadai, karena jundah bidang tanah 

yang ada di seluruh Indonesia diperkirakan 75 juta bidang sehingga masih banyak 

tanah-tanab yang belum didaftar. 

Di dalarn hal ini maka perlu dilakukan kegiatan pendaftaran tanab, di 

dalarn bukn Hukum Agrarlalndonesia, Boedi Harsono mengatakan bahwa: 

Universitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



4 

Pendaftru:an tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur~ meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharan 

data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftru:, mengenai bidang­

bidnag tanah dan satuan-satuan rumah susun, tennasuk pemberian 

sertiftkat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada hakaya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.' 

Kata~kata 11rangkaian kegiatan11 menWljuk adanya berbagai kegaitan daJam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata-kata uterus-menerus11 menunjuk kepada 

pelaksana kegiatan, bahwa sekali dhnulai tidal: aka nada akhlruya. Kata "teratur" 

menunjukkan, bahwa semua kegaitan barus berlandaskan kepada peraturan 

perundang-undangan. 

Pendaftru:an tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yag dilakukan oleh 

pemerintab untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang 

tanah yang akan didaftru:. Sehingga dikatakan, bahwa pendaftru:an tanah 

merupakan proses administiasi yang merupakan kewenangan dari Kantor 

Pertanahan untuk menghasilkan sebuah sertifikat sebagai suatu tanda bukti hal: 

kepemilikan atas sebidang tanah. 2 

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftru:an tanah Kantor 

Menteri Negara!Bndan Pertanahan Nasional telah membuat perencanaan selama 

25 tahun untuk menyelesaikan pensertipikatan tauah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. Upaya percepatan pendaftru:an tanah dilalrukan dengan pendekatan 

sistematik melalui Proyek Administrasi Pertaoahan di mana sebagian dananya 

dibiayai oleh Bank Dunia. Satu hal yang merupakan terobosan pemerintah adalah 

memperkenalkan Thn Ajudikasi sebagai institusi pendaftru:an tanah sistematik 

l Boedi .Harsoco, Rulrum Agraria Jmkmesio, Bdisi Revisi, Djambatan, Jakarta 200$~ hal. 
474 

2 Ana Sllviana. Penerapan Pasu/31 uyat 92) Peraturon PemeriniPhan No. 24 Tahun 1997 
Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di indonesia~ IilaSilah-masaJah Hukum, Majalah 
Jlmiah FakulW Huk:wn Univen;llas Diponegoro Vo. 33 No. Juli- September 2004, hal. 252 
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yang mempunyai kewenangan sederajat dengan Kepala Kantor Pertanahan 

Kotamadya/Kabupaten. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Latar 

belakang dikeluarkannya Peraturan Pernerintah tersebut didasari oleb : 

a Pertama, kepentingan masyarakat, yaitu adanya ketidakpastian hukum 

mengenai pemilikan dan hatas-hatas tanah 

b Kedua, adanya kepentingan pemerintah dalam mngka pembuatan 

peraturan perundangan di bidang pertanahan sebagai landasan untuk 

melaksanakan kebijaksanaan administrasi pertanaban. 

c Ketiga, perlu tersedianya informasi pertanahan yang dituangkan dalarn 

bantuk peta dan daftar. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan salah satu ]angkah 

operasional yang melakakan pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu dengan 

mendaftar semua bidang tanah di suatu wilayah desa atau sebagiannya, 

Pendaftaran tanah dengan cara ini dianggap dapat mernberi hasil yang lebih basar 

dalam waktu yang relatif lebih singkat, karena pengumpulan data pendaftaran 

tanalmya dilakukan serentak mengenai sernua bidang tartah yang ada dalam suatu 

desa/kelutahan dan masyarakal luas mengetahui diedakannya pendaftaran tanah, 

sehingga keberatan-kebaratan yang ada dapat segera diketahui pula. Selain itu 

cara pendaftaran tanah sistematik juga menghasilkan peta pendaftaran tanah yang 

memuat peta bidang-bidang tartah yang didaftar secara terkonsolidasi dan 

terhubung dengan titik ikat terlentu, sebingga di kemudian bari dapal dilakukan 

rekonstruksi batas dengan mudah. Dengao demikian dapat dihindarkan adanya 

sengketa mengenai batas bidang tanah yang sarnpai sekemng masih sering tedadi. 

Kelurahan Serdang merupakan bagian v.ilayah dari Kotamadya Jakarta 

Pusat dengan luas v.ilayah 82,23 hektar. Kondisi wilayah kelurahan Serdang 

barapa dataran rendah yang semula adalah bekes sawah kering dan mwa yang 

sekarang sudah menjadi tanah darat yang teleb dimanfaatkan sebagai pemnkiman 

penduduk. Jumlah penduduk di kelurahan Serdang sehanyak 26.075 jiwa yang 
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teridentifikasi dalam 6.934 kepala keluarga dengan klasifikasi 13.287 !aki-laki, 

dan 12.788 perempuan. 

Tingkat pendidikan rala-rata masyarakat di kelurahan Serdang mayoritas 

sekolah l311iutan alas dan sebagian kecil saja yang berpendidikan smjana, dengan 

mala pencaharian mayorita.s sebagai pegawai swasta, buruh dan pcdagang dan 

sebagian kecillainnya berprofesi sebaga.i pegawai negeri baik sipil maupuo ABRl. 

Tingkat ekonomi rala-rata masyarakat tergolong dalam kalagori menengah 

kebawah.3 

Dilihat dari kondisi secara umum di kelurahan Serdang tidal< 

menggambarkan sitnasi daerab mapan apalagi mewah. Hal ini tercermin dari 

masib banyaknya dijumpa.i pemukiman padat penduduk (Irumuh), sekalipun telah 

banyak juga bagian wilayah yang sudah tertata rapi dengan kondisi pemukiman 

sederhana sampa.i menengah. 

Dari kondisi tersebut di atas maka, keluraban Serdang dipilih oleh 

Pemerintah Pusat sebagai objek pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik, ba.ik 

yang dilakukan melalui Ajndikasi maupun PRONA. Pada tahun 2000 telah 

dilaksanakan pendaftaran tanah sistematik melalui Ajudikasi untuk sebagian dari 

wilayah kelurahan Serdang dengan target sebanyak 1.500 bidang, sedangkan 

realisasinya terseleealkan sebanyak 1.000 bidang. Sedangkan pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematik melalui PRONA dilakukan pada tahun 2007 

dengan target sebanyak 250 bidang dan realisasinya sebanyak 300 bidang. 4 

Berdasarkan uraian di alas dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

pelaksanaan pendaftaran tanab sistematik terhadap tertib pertanaban di suatu 

desa/lrelurahan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penetitian dalarn 

bentnk tesis dengan judul : "Tinjauan Terbadap Pelaksanaan Pendaftanm Tanah 

Secara Sistematik dan Pengarubnya Terbadap Tertib Pertanahan di Kelurahan 

Serdang Jakarta Pusae' 

3 Monografi Kelurahan Serdang. Jakarta Pusat, tahun 2007 

4 Hasil Prapenelitian 
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1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalaban sebagai berikut: 

L Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanab secara sisternatik dan 

pengaruhnya terhadap tertib pertanaban di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat? 

2. Apakab ada hambatan-hambalan dalam pelaksanaannya serta bagaimana 

mengatasi hal tersebut ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

I. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pelaksanaan pendalbaran tanab 

secara sistematik terhadap tertib hukom, kualitas penggunaan tanab, 

keuntungan ekonomi dan intensiflkasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Untuk mengetahw harnbatan-hambatan pelaksanaan pendaliaran tanab secara 

sistematik dan cara-cara mengatasinya. 

1.4 Metodologi penelitiao 

Penelitian hukwn merupakan suatu kegiatan ilrniab yang berkaitan dengan 

anaiisa dan konstruksi dimana dHakukan dengan cara metodoJogis, sistematis dan 

konsisten. Adapun melodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis adalab berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal - hal yang bertentangan dalnm suatu kerangka tertentu' 

Penelitian lmkum yang merupakan suatu kegiatan ilrniab yang didasarkan 

pada metode, sistematike dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukom tertentu dengan jalan mengenalisanya dan diadakan 

pemariksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian 

mengusabakan suatu pemecahan atas permasalaban - permasalaban yang rimbed di 

dalam gejala yang bersangkotan.6 

5 Soetjono Soekanto, Pengantar Penelilian Jiukum, (Jakarta:: Ul Press, 1984), hat 
6 Ibid., haL 43. 
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1. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukum yang menggambarkan secara objektif suatu data, kemudian 

menganalisa dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan 

data slrunder berupa hukum poaifif dan bagaimana implementasinya dalam 

praktek. 

2. Sifat penelitian: 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif karen a meliputi : 

a Penelitian terhadap asaa-asas hukum. 

b Penelitian hukum teJ:hadap praktek pelaksanaan pendaftara:n tanah secara 

sistemati.k menurut Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 1997 di 

Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, serla sejauh mana penerapan peraturan 

perUndang-Undangan rersebut terhadap pelaksanaan pendaftaran seeara 

sisternatik. 

3. Sumber data: 

a Sumber data primer 

Y aitu data yang diperoleh langsung dari sumbemya dengan wowancara 

kepada pegawai instansi terkait untuk memperoleh data primer secara 

langsung guna mendukung data skunder. 

b Sumber data skunder 

Y aitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi doknmen dengan 

melakukan penelitian rerhadap dokumen-dokumen yang erat kaltannya 

dengan pelaksanaan pendaftaran tanah seeara sistematik serla instrument 

huknm yang mengatumya guna mendapat landasan teoritis dan 

memperoleh infonnasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui 

dokumen yang ada. 

4. Bahan hukum 

Penelitian hukmn normatif dilakukan terhadap hahan-bahan perpustakaan 

yang merupukan data skunder meliputi antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah: 
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1 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pernluran Dasar 

Pokok-Pokok Agratia; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran 

Tanah; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahllil 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

4 ) Perat:uran Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pe1aksanaan Perat:uran Pemerintah No. 

24 Tahllil 199 7 tentang Pendaftaran Tanah; 

5) Surat Keputusan Menteri Negara Agratia!Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 119-XI-1999, tentang Pembentukon Panitia Ajudikasi 

Dalarn Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan berupa buku - buku karangan para ahli, arrike1 dan berita di 

berbagai media masa. 

c. Bahan hukum Tertier 

Bahan yang digunakan berupa kamus separri ensiklopadi, karnus hukum, 

5. Cara pengumpulan data: 

Data untuk penulisan ini dlperoleh dengun menggunakan: 

a Dengan studi dokumen dimana penulis menggarnbarkao acuan dati buku­

buku, tulisan-tulisan, perUodaog-Undangun serta peraturan yang berkaitan 

dengun penulisan ini. 

b Penelitian lapaogun dimana penulis mengadakan penelitian langsung 

kelapangun dengan eara pengumpulan data-<lata yang diperoleh dati 

berbagai pihak dengan wawancara dengan instansi yang terkait. 

Penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleb penulis secara kualitatif 

yaltu berdasarkan basil pengumpulan data sekunder maupun basil wawancaru 

yang diperoleh dari peraturan perUndang-Undangan dibidang pertanahan, buku­

buku dan! atao daftar bacaan basil penelitian yang berwujud laporan serta tulisan­

tulisan atau karya ilmiah yang berbitan dengan ohjek penelitian ini yang 
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kemudian dikualifikasikan Wltuk memperoleh gambamn atau kesimpulan yang 

utuh. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masa1ah, 

yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam 

bab-bab dan sub bab adalab agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap 

permasalaban dengan baik. 

BAB I: Bah ini merupekan suatu garnbaran yang seeara umum untuk 

mengawali penulisan tesis atau merupekan kerangka acuan dari 

masalab tesis yang akan dibabas. Didalamnya akan dikemukakan 

pemhahasan tentang latar belakang pennasalaban, identifikasi 

pem1asalahan, tujuan peneJitian, manfaat peneliti~ metodeJogi 

penelitian dan yang terakbir adalab sistematika penulisan. 

Bah II: 

Bab III: 

Lamp iran 

Daftar Pustaka 

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan tenri pendaftaran 

tanab, pelaksanaan pendaftaran tanah seeam sistematik di Kel. 

Serdang Jakarta Pusat. hambatan dan penyelesaiannya serta 

analisa terhadap pennasalaban hukum yang 1eljadi dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah seeara sistematik. 

Di dalam Bab III ini merupakan penutup vang memuat 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, yang kemudian 

diakhiri dengan larnpiran-Iampiran yang terkait dengan basil 

penelitian yang ditemukan di lapangan vane dipereunakan sebaeai 

pembabasan atas basil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFf ARAN TANAH 

SECARA SISTEMA TIK DAN PENGARUHNY A TERHADAP TERTIB 

PERTANAHANDIKELURAHANSERDANGJAKARTAPUSAT 

2.1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah 

Tanah telah berkembang menjadi sumberdaya yang semakin strategis 

karena jumlahnya yang terbatas dan semakin beragamnya kepentingan yang 

berkaitan dengan tanah. Hal ini menyebabkan peranan tanah sangat besar bagi 

pemenuhan hajat hidup manusia. 

Dinamika masalah pertanahan mempunyai muatan kerumitan yang tinggi, 

hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan laju pembangunan di segala 

bidang. Di lain pihak secara kuantitatifjumlah tanah tidak bertambah luasnya. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka di bidang pertanahan 

dituntut untuk mengelola tanah yang tersedia secara optimal, sehingga secara 

profesional masing-masing kepentingan dapat diakomodir dan dikoordinasikan 

dengan baik. Hal tersebut penting karena :fungsi pemerintah, adalah mengatur, 

memerintah, menyediakan fasilitas serta memberi pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, Said Zainal Abidin sebagaimana dikutip Inu Kencana Syafie, 

menegaskan pentingnya kebijakan publik untuk memecahkan masalah dan untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.7Lebih lanjut kebijakan publik 

menurut lou Kencana yang dikutip dari William N. Dunn, menjelaskan bahwa, 

"kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang 

7 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002, hal. 35. 
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dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintahan ". 8 

Kebijakan publik dalam implementasinya tidak selamanya berjalan lancar 

narnun adakalanya terjadi kesenjangan antara yang dirnmuskan dengan ape yang 

yang dapat dilakaanakan. Oleb. karena itu, Said Zainal Abidin menyimpulkan, 

"kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempunyai tujuan yang rasional dan 

diinginkan, asumsi yang realistis dan informasi yang relevan dan lengkap11
• 
9 

Kompleksitas suatu kebijakan mengharuskan proses pernmusan. pelaksanaan dan 

evaluasi kebijakan yang melibalkan banyak pibak dalam masyarakat. 

Dalarn lima tab.un terakhlr pemerirdab telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan di bidang pertanahan. Kebijaksanaan tersebut pada umumnya adalah 

rincian lebib lanjut dari ketentuan UUPA yang diperlukan untuk melaksanakan 

prinsip-prinsip dasar bukmn pertanahnn nasional guna memenuhi kebutuban 

masyarakat dan pembangunan. Salah satu kebijakan pemerintab. di bidang 

pertanahan yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerirdab Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. 

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan 

PP 24/1997, pemerirdab dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional membuat 

peren;;anaan untuk menyelesaikan pembuatan sertipikat tanah di selunih wilayah 

Republik Indonesia melalui Proyek Administrasi Pertauahan dengan pendekatan 

sistematis, yang dikenal dengan Proyek Ajudikasi. Proyek ini akan dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat golongan ekonomi 

lernah. 

Ajudikasi sebagai kebijakan publik adalah kegiatan dalaru rangka proses 

pendaftaran tanah. Hal ini sesnal dengan pandangan Harold D. Lasswell dalarn M. 

Irfan Islamy menyatakan, kebijakan sebagai : 11a projected program of goals, 

values, and practicei' (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek~ 

1 lnu Keocana Syafiie, d.kk. llmu Administrasi Publik, PT Rineka Cipta, lakmta. 1999, 
haL 107. 

9 Said Zaina1 Abidin. Op.. Cit, hal208. 
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praktek yang terarah).10 Sementara itu menurut pendapat Amara Raksasatata 

dalam M. lrfan lslamy, kebijakan diartikan sebagai "suatu taktik dan slrategi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan11
• 

Pakar lain Said Zainal Abidio, menyatakan kebijakan secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum, kebijakan 

pelaksanaan dan kebijakan teknis. 11Kebijaksanaan pertaneban (Land Policy) dan 

pengelolaan pertanahan (Land management) yang dikemas dalam kebijakan 

pertanaban nasional diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang seeara 

umum dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. kebijakan pengaturan peoguasaan dan hak-hak alas tanab 

b. kebijakan pereneaoaan penggonaan tanab 

c. kebijakao pendaftarao tanab 

Pengelolaao pertanahan pada dasarnya merupakan suatu proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputosan tentang bagaimaoa tanab dan 

sumberdayanya didistribusikan, digunakan, dan dilindungi dalarn masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertanahan, administrasi pertaneban 

merupakan salab satu kunci yang penting dalarn mengarnbil keputusan. 

Pengertian Adminislrasi Pertaneban ada beberapa macam. saleb satu 

pengertian tersebut adalab yang disitir oleh BAPPENAS dan BPN dalam laporan 

akb.ir Proyek Administrasi Pertanahan, yaitu 11Land Administration is the 

management of the land tenure system". Kem.udian menuntt Land Administration 

Guidline yang dikeluarkan oleb PBB, adalab : "Land Administration is the 

processes of recording and disseminating information about the ownership, value 

and use of land and its associated resources ". 

10 M. Irfan lsfamy, Prinsip-prinsip Perumustm Kebijalrsanaan Negara, PT Bumi Aksara, 
Jakarta, 1991, hal. 15. 

11 Said ZainaJ Abidin, Op. Cit, hal. 28. 
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Terlepas dari tiga pengertian tentang administrasi pertanahan, yang perlu 

dicapai dalam pelaksanaan administrasi adalah terwujudnya tertib administrasi 

pertanahan, yaitu : 

l. Setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai data fisik dan yuridis, 

penguasaan, penggunaan, nilai tanah, jenis tanah dan jenis bak yang dikelola 

dalam sisrem informasi pertanahan yang lengkap. 

2. Terdapat mekanisme prosedurltata cara pelayanan di bidang pertanahan yang 

sederhana, cepat dan mw:ah, namun menjamin kepastian hukum yang 

dilaksanakan secara tertib dan konsekuen. 

3. Penyimpanan warkah yang berkaitan dengan pemberian bak dan 

pensertipikatan tanah telah dilakukan secara tertib, bemturan dan terjantin 

keamanannya. 

2.1.1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Dalam buku Hukum Agrnria Indonesia, Boedi Harsono mengatakan 

bahwa: 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pernerintah secaca terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meHput:i 
pengempulan, pengolaban, pembukuan dan pcnyajian serta pemelibaraan 
data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang­
bidang tanah dan satuan-satuan rurnah susun, termasuk pemberian 
sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada baknya dan hak nrilik atas satuan rurnah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya. 12 

a. Data fisik 

474. 

Adalah keterangan mengenai Jetak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar 

termasuk kelerangan mengenai adanya bangunan atan bagian bangunan 

diatasnyn. 

u Boedi Harsono, Hukum Agrarfplndonesio, Edisi Revisi, Djambata.n, Jakarta, 2005, hat. 
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h. Data yuridis 

Adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar 

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya. 

c. Peta pendaftaran tanah 

Adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk 

keperluan pembukuan tanah. 

d. Daftar tanah 

Adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah 

dengan suatu sistem penomoran. 

e. Bidang tanah 

Adalah pennukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. 

Dari rumusan diatas jela.s bahwa pendaftaran tanah menunjuk kepada 

adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang 

berkaitan satu dangan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rnngkaian yang 

bennuara terSedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jamina 

kepa.stian hukum di bidang pertanahan bagi ma.syarakat" . 

Kata-kata "rangkaian kegiatan" menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam 

penyelenggaraan penda:ftaran tanah. K.ata-kata 11terus menerus11 menunjuk kepada 

pelaksanaan kegiatan, bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhimya. Kata 

"teratur" menunjukkan, bahwa semua kegiaian harus beriandaskan kepada 

peraturan perundang-undangan yang sesuai. 

Pendaftaran tanah adalah suatu nmgkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurnpulkan data fisik dan data yuridis dari hidang-hidang 

tanah yang akan didaftar. Sehingga dikatakan, bahwa pendaftaran tanah 

merupakan proses ad:ministrasi yang merupakan kewenangan dari Kantor 

Pertanahan untuk menghasilkan sebuah sertipikat sebagai suatu tanda bukti hak 

kepemilikan alas sebidang tanah.14 

u Ibid, bal. 71. 

14 Ana Silviana, Penerapan Paso/ 12 ayat (2) Peroturan Pemerintah Na. 24 Tahun 1997 
Dalam Penyelenggaraan Pendnftarun Tmtoh di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum. Majalah 
Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Yo. 33 NO.3 lull-September 2004, haL 252. 
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Landasan yuridis pengaturan tentang pe1aksanaan pendaftaran tanah di 

Indonesia diatur dalarn Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (I) 

yang berbunyi sebagai berlkut : 

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wi1ayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan pemerintah. 

Peraturan Pemarintah yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di 

alas adalah peraturau Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah sebagai penyempumaan dari PP No. 10 Tahun 1%1 yang dalam peijalanan 

selama kurang lebili 36 tahun dianggap belum memberikan basil yang memuaskan 

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Terbitnya PP 24 Tahun 1997 lersebut 

dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran aksu semakin peeringnya peran tanah 

dalam pembangnaan yang semakin memerlukan dukungan kepastiau hukum 

dibidang pertanahan. Dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendafu!ran Tanah yang baru tersebut, maka semua peraturan perundang-udangan 

sebagai pelaksanaan dari PP No.IO Tahun 1961 yang Ielah ada masili letap 

berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diganli berdasarkan PP No. 24 Tahun 

1997. 

Hasil dari proses pendaftaran tanah tersebut, kepada para pemegang hak 

alas tanah yang didaftar diberlkau sural Ianda bukti hak yang disebut dengan 

"Sertipikat". Sertipikal menurul PP No. 24 Tahun 1997 adalab satu lembar 

dokumen sural tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek 

yang didaftar, untuk hak masing-masing sudah dibukukau dalam buku tanah. Data 

yuridis diambil dari buku tanah, sedangkan data fisik diambil dari sural ukur. 

Dengan tetap dipergunakannya sistem publikasi negatip yang mengandung unsur 

positip dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, maka sural tanda bukti hak 

(sertipikat) berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam 

~19•~-~~n•m-n-~dan-38-~ 

UUP A. Artinya, bahwa selarna tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan 

data yuridis yang tercantum di dalam sertipikal harus dilerima sebagai data yang 

benar, baik melakukan perbuatan hukum sehari-bari maupun dalam perkara di 

Universitas 1ndonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



17 

Pengadilan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah yaitu 

untuk menjamin kepastian hukwn~ pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. " 

Dalarn memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan data penguasaan 

tanah terutama yang melibatkan para pemilik tanah. Pendaftaran tanah semula 

dilaksanakan untuk tujuan fiscal (fiscal kadaster) dan dalam hal menjarnin 

kepastian hukum seperti diuraikan di alas make pendaftaran tanah menjadi Recht 

Kadaster. 16 

Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah untuk pertama 

kalinya dengan adanya Peraturan Pernerintah No. 10 Tahun 1961,17 yang 

kemudian disempurnakan deogan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan 

baru barlaku 8 Oktober 1997. Sebeltmt barlaku Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1961 tersebut, dikeoal Kantor Kadasrer sebagai Kantor Pendaftaran untuk 

hak-hak atas tanah yang tunduk kepada K.itab Uadang-Undang Hukum Perdata 

Barat. 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut merupakan perintah 

deri Pasall9 UOPA No.5 Tahun 1960 yang barbunyi sebagai barikut. 

I. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketent:uan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalarn ayat (I) pasal ini meliputi: 

a pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peraliban hak-hak terse but; 

c. pemberian surat-surat Ianda bukti hak, yang berlaku sehagai alat 

pembuktian yang kuat. 

15 Badan Jlertanahan Nasiooal, Himpunan Karya Tulis Pendqftaran Tanah, Jakarta, Maret 
191!9,hal.3. 

16 Ibid, hal. 5. 

17 A.P. Purlindungan. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, 
1994, bal. J. 
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3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

4. Dalam Peraturan Pemerintalt diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud ayat (1) di atas. dengan ketentuan bahwa rakyat yang 

tidak mampu dibebaskan dari pembayamn biaya-biaya tersebut. 

Apa yang telah diperintabkan ayat {1) Pasal 19 UUPA tersebut, oleh 

pemerintah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang 

disempumaksu dengan Peraturan Pemerintalt Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah , bahwa pendaftaran tanah bertujuan uotuk : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hakhak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemarintah agar dengan mudah dapat mempero1eh data yang 

dipariukan dalam mengadalkan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sadah terdaftar. 

c. Untuk menyelenggantkan tertib administrasi pertanahan. 

Jelaslah, Peraturan Pernerintalt No. 10 Tahun 1961 yang sadah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 ini telah memperkaya ketentuan 

Pasal 19 UUPA, yaitu : 

a. Bahwa diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka kepada perniliknya 

diberikun kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

b. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di depao 

haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diparlukan untuk 

sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat 

merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri 

infurmasi itu penting untuk dapat rnewujudkan sesuatu yang diperlukan terkait 

tanah. Infonnasi tersebut bersifat terbuka uotuk umum, artinya dapat diberikun 

Universitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



19 

informasi apa saja yang diperlukan alas sebidang tanab dan bangunan yang 

ada. 

c. Untuk itu perlulab tertib administrasi pertanaban dijadikan suatu hal wajar. 18 

Sebagai kebijakan publik pendaftaran tanab mempakan program 

pemerillUlh untuk meneapai tujuan yaitu teJWUjudnya catur tertib pertanaban, 

menjamin kepastian hukum, dan penerbitan sertipikat sebagai bukti hak atas 

tanab. 

Berkenaan dengan hal tersebut seperti telab dikemukakan pada !alar 

belakang di atas, babwa negara merupakan organisasi kekuasaan dari rakyat 

(bangsa) yang bertindak sebagai badan penguasa untuk : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

2. Meoentukan dan mengatur hubunganbubungan bekum antara orang-<mmg 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan"perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Kewenangan seperti tersebut di atas sesuai dengan fungsi pemerintah 

sebagai regulator, yaitu berkewajiban mengatur segala segi kehidupan masyarakat 

baik di bidang politik, ekonorni, sosial, budaya dan haukam, dengan Undang­

Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya. " 

Kebijaksanaan pembangunan kelembagaan pertanaban diarabkan agar 

makin terwujudnya sistem pengelolaan pertanaban yang terpadu, serasi, efelctif 

dan elisien yang mewujudkan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 

pertanaban, tertib penggunaan tanab serta tertib pemeliharaan tanab dan 

lingkungan hidup. 

Permasalaban yang sekaligus mempakan tantangan dalarn pengelolaan 

pertanaban adalab bagaimana kita mewujudkan pertanaban yang baik dalam 

18 A.P. ParJindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia. (Berdasarkan Peraluran 
Pemerinloh No. 24 Tohun 1997) Dilengkapi dengan Peroturon Jabatan Pembual Akla Tanoh 
(PeraJunm Pemerimah No. 37 Tahun 1998), Cet l, Bandung, Mandar Maju, 1999), hal. 2. 

19 mu Kencana Syafie, Op. Cit, hal. 47. 

U11iversitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



20 

rangka menunjang kebutuhan masyru:akat dalam pembangnnan. Untuk itu dituntut 

penerapan sistem pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien, dengan 

mengedepankan pelayanan terpadu. Masalah pelayanan pertanahnn terus 

ditingkatkan, langkah ini ditujul<an untuk meneiptakan pelayanan yang mudah, 

murah, dan eepat agar masyru:akat termotivasi untuk mendaftarkan tanahnya. 

2.1.2. Sistem Pendaftaran Tanab di Indonesia 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara tergantung pada 

asas bukwn yang dianut negara uarsebut dalam rnengalihkan bak atas 1llrulbnya. 

Terdapat 2 rnaeam asas hukum, yaitu asas iktikad baik dan asas nemo plus yuris. 

Sekalipun sesuatu negara menganut saiah satu asas hukwn/sistem pendaftaran 

tanah, tetapi yang secara rnumi herpegang pada salah satu asas hukwn/sistem 

pendaftaran tanah tersebut holeh dikatakan tidak ada. Hal ini karena kedua asas 

hukwn/sistem pendaftaran tanah tersebut sama-sama mempnnyai kelebihan dan 

kekurnngan sehlngga setiap negara mencari jalan keluar sendiri-sendiri.l0 

Asas iktikad balk berbunyi: oraog yang rnemperoleh sesuatu hak dengao 

iktikad balk akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini 

hertujuan untuk melindungi oraog yang heriktikad balk. Guna melindungi oraog 

yang heriktikad baik inilah rnaka perlu daftar umum yang mempunyai kekuatan 

bukti. Sistem pnndaftarannya disebut sistem positif. Lain halnya dengan asas 

nemo plus yuris yang berbunyi: orang tak dapet mengalihkan bak melebihi hak 

yang ada padanya lni hernrti bahwa pengalihan bak oleh orang yang lidak herbak 

adalah batal. Asas ini hertujuan melindungi pemegang hak yang sebeoarnya. 

Berdasarkan asas ini, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuutut 

kembali haknya yang terdaftar atas nama siapa pun. Oleh karena itu, daftar 

ro Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendtiftarannya, Sinar Grafika., Jakarta. 
2007, hat 117_ 
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umumnya tidak rnempunyai kekuatan bukti. Sistem pendaftaran tanahnya disebut 

sistem negatif? 1 

Dalam sistem positif, di mana daftar umumnya mempunyai kekuatan 

bukti, maka orang yang terdaftar adalab pemegang hak yang sab menurut hukmn. 

Kelebihan yang ada pada sistem positif ini adalah adanya kepastian dari 

pemegang hak, oleh karena itu ada dorongan bagi setiap orang untuk 

mendaftarkan haknya. 

Keknrangarmya adalab pendaftaran yang dilakukan tidak lancar dan dapat 

saJa tetjadi bahwa pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat 

menghapuskan hak orang lain yang berhak. Lain halnya dengan sistem negatif, 

daftar ummnnya tidak mempunyai keknatan hukum sehingga terdaftarnya 

seseorang dalam Da:ftar Umum tidak merupakan bukti bahwa orang tersebut yang 

berhak alas hak yang telab didaftarkan. Jadi, orang yang terdaftarkan tersebut 

akan menanggung akibatnya bila hak yang diperolehnya berasal dari orang yang 

tidak herhak, sehingga orang tidak mendaftarkan haknya. lnilab keknrangan dari 

sistem negatif adapun kelebihannya, pendaftaran yang dilakukan lancar/cepat dan 

pemegang hak yang sebenarnya tidak dirugikan sekalipun orang yang terdaftar 

bukan orang yang berhak. 22 

Pendaftaran di Indonesia mempergunakan Sistem Torrens, hanya tidak. 

jelas dari negara mana kita meniru sistem tersebut, demikian juga di lndi~ 

Malaysia, dan Singapura, dipergunakan Sistem Torrens ini.23 

Ada beberapa keuntungan dari Sistem Torrens, antara lain sebagai berikut 

1. Menetapkan biaya-biaya yang tak diduga sebelumnya 

2. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang. 

3. Meniadakan kebanyakan rekarnan data pertanaban 

4. Secara tegas menyatakan dasar hukmnnya. 

21 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Op. Cit, hal. 
29. 

22 Adrian Sutedi, Op. Cit, bal. 118 

23 parlindungan, Op. Cit, hal. 24. 
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5. Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tercantum/tersebut dalam 

sertipikat 

6. Meniadakan pemalsuan 

7. Tetap melihara sistem tersebut, karena pemeliharaan sistem tersebut 

dibebankan kepada mereka yang memperoleh manfaat dari sistem tersebut. 

8. Meniadakan alas hak 

9. Dijamin oleh negara tanpa batas?4 

Sislem pendaftaran yang digunakan adalah sislem pendaftaran hak (reg­

istration of titles), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran 

tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bukan sistem 

pendaftaran akta. Hal lersebul tampak dengan adanya buku tanah sebagai 

dokumen yang memual data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan 

serta dilerbitkannya sertipikal sebagai sural tanda bulrti hak yang didaftar. 

Indonesia (UUPA) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, sistem 

publikasi yang dipakai masih letap menurul PP NolO Tahun 1961, yaitu "sislem 

publikasi negatip yang mengandung unsur positip". Dalam rangka Jebih 

memberikan jaminan kepaslian hukurn dan perlindungan hukurn dalam hal 

kepemilikan tanah meskipun sislem publikasi yang dipakai adaiah negatif, PP No. 

24 Tahun I 997 lelah memberi penegasan yang dituangkan dalam kelentuan Pasal 

32 ayal (2). lsi pasal lersebul tampak jelas ada suatu perubahan dalam pemberian 

jaminan kekuatan pembuktian sertipikal yang mengarah kepada kekuatan yang 

"mutlak', dimana hal ini pada dasamya bertentangan dengan sistem yang dianul 

oleh UUPA dalam Pasal 19 ayal (2) huruf c, bahwa : "sertipikal dinyatakan 

sebagai alat bulrti yang kuat". 

Sistem Publikasi Positip mengandung unsur-unsur Negara menJamm 

kebenaran data yang disajikan. Data yang lercantum dalam buku tanah dan sural 

ukur merupakan sural landa bukti hak yang mullak. Perolehan lanah dengan itikad 

baik melalui cara sebagai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, berdasarkan data yang disajikan dan diikuli perdaftaran mendapal 

perlindungan hukurn yang mullak, biarpun di kemudian hari temyata bahwa 

24 Ibid, hal. 25. 
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keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Dalam sistem ini 

calon pembeli dan calon kreditur secara mutlak boleh mempercayai kebenaran 

data yang disajikan oleh lnstansi Pendaftaran Tanah dan akan dilindungi oleh 

hukum, jika dengan itikad baik melakukan perbuatan hukum berdasarkan data 

tersebut. Dalam hal ini pihak yang dirugikan mendapat kompensasi dalam bentuk 

lain. 

Penyelenggaraan pendaftaran yang menggunakan sistem publikasi negatif 

negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam buku tanah dan surat 

ukur. Sekalipun sudah didaftar atas nama seseorang atau badan hukum sebagai 

pemegang haknya Dalam sistem ini pemegang hak yang sebenamya masih dapat 

mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali tanah yang dipunyainya, apabila 

perbuatan hukmn pemindahan hak atau pembebanan hak yang dilakukan terbukti 

cacat hukmn a tau tidak dilakukan oleh pihak yang berhak. Yang menentukan 

salmya pemindahan kepada pihak lain dan sahnya pembebanan yang dilakukannya 

adalah sab tidak perbuatan hukmn yang mendasarinya bukan pelaksanaan 

penda:ftarannya Dalam sistem publikasi negatip penda:ftaran tanah tidak 

memberikan jaminan, bahwa pengua..c:aan tanah yang diperolehnya atau 

pembebananan hak yang bersangkutan eli kemudian hari tidak akan diganggu 

gugat. Dalarn sistem ini surat tanda bukti hak (Sertipikat) berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Artinya, keterangan-keterangan yang tercantum di 

dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan 

yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang 

membuktikan sebaliknya. Di sini pengadilan yang akan memutus alat pembuktian 

mana yang benar. Dalam sistem publikasi negatip berlaku asas hukum "nemo plus 

yuris", yaitu bahwa seseorang tidak dapat memberikan a tau memindahkan hak 

melebihi apa yang dia sendiri punyai. 

Untuk mengatasi kelemahan dan untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada para pihak yang memperoleh tanah dengan itikad baik oleh Negara yang 

menggunakan sistem publikasi negatip, umumnya menggunakan lembaga yang 

dikenal sebagai lembaga "acquisitieve verjaring" atau lembaga "reverse 

possession". Y aitu apabila penerima hak yang beritikad baik bertindak tegas 
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selaku pemilik dan yang bersangkutan menguasai tanah secara nyata dan terbuka 

selama sekian tahun, tanpe ada pihak lain yang menggugat, maka oleh hukum dia 

ditetapkan sebagai pemiliknya, yang hak kepemilikannya tidak lagi dapat 

diganggu gugat, juga tidak olen pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik 

yang sebenamya. 

Indonesia tidak memakai sistem publikasi negatip yang mumi, karena 

sistem pendaflaran yang dipakai oleh UUP A adalah "sistem pendaftaran hak" 

(registration of lilies) sebagaimana yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahuo 1961. Bukan sistem pendaflaran akta, karena hal tersebut 

tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan 

data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai 

surat tanda bukti hak yang didaftar". Dim ana dalam penyelenggaraan pendaftaran 

tanah, bakan aktanya yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan 

perubahan-perubahannya kemudian. Akta pembarian hak berfungai sebagai 

sumbar data yuridis untuk mendaftarkan hak yang diberikan dalam buku tanah. 

Sebalurn dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah Kantor Pertanahan 

hams melakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam ukta yang 

bersangkutan. Di sini Kantor Pertanahan bernikap aktip. 

Menurut pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

pemegang hak alas tanah yang sudah terdaftar dalam keadaan arnan yaitu 

mengenai perlindungan hukurn bagi pemegang hak atas tanah yaitu bahwa orang 

tidak dapat menuntut tanah yang bernertifikat atas nama orang lain, jika selama 

lima tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada 

pengadilan ( azas rechtverwerking) sedangkan tanah terse but dengan itikad baik 

dan secara fisik dan nyata dikuasai olelmya atau orang lain atau badan hukum 

yang mendapat persetujuan dari pemiliknya. 

~ Boecli Harsono. Op,cil. hat4JO. 
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Objek pendaf\aran tanah menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

T ahun 1997 melipnti : 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan bak mi1ik, hak guna usab.a, bak 

guna bangunan, dan hak pekal ( pasal 23, 32, 28 Undang-Undang Pokok 

Agrarin). 

1. Hak milik ( Pasal 20-27 Undang-Undang Poknk Agraria). 

2. Hak Guna Usaha ( Pasal2&-34 Undang-Undang Pokok Agraria). 

3. Hak Guna Bangunan ( Pasal35-39 Undang-Undang Pokok Agraria) 

b. Tanah Hak Penge1<>1aan ( Pasal I angka 2 Peratuan Pemerintah Nomor 4() 

Tahun 1996) 

c. Tanah Wakaf 

d. Hak milik Atas Satuan Rumah Susun ( Undang-Undang N<>mor 16 Tahun 

1985) 

e. Hak Tanggungun ( Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) 

f. Tanah Negara 

Berbeda dengan objek-objek pendaftm:an tanah yang lain, dalam tanah negara 

pendaflarannya dilakakan dengun cara membuknkan bidang tanah yang 

ber.sangkutan dalam daftar tanab, untuk tanah Negera tidak di terbiikan 

sertifikat. 

2.1.3. Tinjsuan tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistemafik 

Pengertian pendaftaran tanah secara sisternatik diatur dalarn pasal 1 angka 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: 

"pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakakan secara serentak yang meliputi semua 

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan." 

Pendaftm:an tanah secara sistematik berbeda dengen pendaftaran tanah 

secara sporadik, dimana perbedaan tersebut terleak pada inisiatif atau permintaan 

dan biaya. 

Unlversitas Indonesia 
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Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak 

yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang 

bersangkutan atau kuasanya dengan biaya sendiri yang merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah pertama kali atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan swara individual atau 

massaL Cara sporadik hasilnya belum memuaskan, karena ditinjau dari segi 

terselenggaranya pendaftaran tanah yang baru meliputi sebagian kecil tanah yang 

ada, jadi disini belum adanya jaminan kepastian hukum khususnya dilingkungan 

masyarakat hukum adat, pendaftaran tanah memang belum dirasakan sebagai 

sesuatu yang diperlukan karena terhntasnya dana, peralatan dan tenaga yang 

tersedia. 

Untak lebih meningkatkan kcgiatan pendaftaran tanah dengan basil yang 

lebih memuaskan dimasa yang ukan datang kegiatan utama akan dialihkan kepada 

pendaftaran tanah secara sistematik. Kegiatan ini pada dasamya diprakarsai oleh 

pemerintah dengan bantuan dana dari pemetintah dan hnuk dunia yang 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleb Menteri Negara Agraria/ 

Kepala BPN26 .Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan 

secara ajudikasi yang disertai kcweuangan yang luas kepada suatu tim panitia 

yaitu panitia ajudikasi karena pada umumnya pendaftaran ini tidak bersifat massal 

hingga demikian tidak terganggu tugas rutin kantor pertanahan dimana 

pendaftaran tanah sistematik diutamakan kareoa dengan cara ini ukan 

memperoepat peroleban data mengenai bidang-bidang tanah yang ukan didaftar 

daripada melalui pendaftaran tanah swara sp<mldik. 

Tujuan dilaksanakanoya pendaftaran tanah seeara sistematik yaitu: "Tertib 

hukum dan tertib administmsi akan dicapai antara lain melalui prioritas 

penyelenggarsan pensertipikatan tanah secara masal melalui pendaftaran taoah 

sistematik." 

16 Sambutan Mentrl Ncgara AgrariafKepala Badan Pertanahan Nasional pada Seminar 
Nasional PP No_ 24 Tahun 1997 yang diselenggarnkan oleh Kantor Mentri Agraria!Badan 
Pertanaban Nasionai dan Universitas Trisakti ( Jakarta, 14 Agustus 1997 ) • hal 7.1997. 
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Mengenai azas-azas dari pendaftaran tanah secara sistematik dijelaskan 

dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu : 

a. Azas sederhana 

Azas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan poko maupun prosedur 

penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami dan 

dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama oleh para 

pemegang hak atas tanahnya. 

b. Azasaman 

Dimaksudkan untik menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sebingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah. 

c. Azas terjangkau 

Yakni adanya keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, 

khususnya bagi golongan ekonomi lemah. 

d. Azas mutakhir 

Bahwa data yang tersedia dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 

mennnjukan keadan yang mutakhir, azas ini menuntut adanya pemeliharaan 

data penda:ftaran tanah secara terns menerus dan berkesinambungan sehinga 

data yang tersimpan dikantor pertanahan barus selalu sesuai dngan keadaan di 

lapangan. 

e. Azas terbuka 

Dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data 

yang benar setiap saat di kantor pertanahan. 

Dari uraian didepan jelas bahwa kegiatan pendaftaran tanah adalah 

kewajiban yang harus dilaksanak:an oleh pemerintah secara terns menerus dalam 

rangka menginventarisasikan data-data yang berkenaan dengan hak-hak atas tanah 

berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 guna mendapatkan sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang kuat. 

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini tetap 

dipertahankan tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah yang sudah ditetapkan 
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dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu pendafurran tanah 

diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukwn di bidang pertanahan. 

Untuk jelasnya tujuan pendafurran tanah secara sistematik ditetapkan 

dalam pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 yaitu: 

a. Untuk memberikan kepastian huknm dan perlindungan hukum kepada para 

pemegang hak atas suatu bidang tanah. satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat mernbuktikan dirinya sehagai 

pemegang hak yang sah untuk itu maka para pemegang bak atas tanah tersebut 

diberi sertifikat hak atas tanah sehagai surnt tanda buktinya. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pibak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah, satuan rumah susun dan hak-bak lain yang sudah terdaftar. Untuk dapat 

mewujudkan fungsi infonnasi maka data yang berkaitan dengan aspek fisik 

dan ynridis atas bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dalam batas-batas 

tertentu terbuka untuk umum. 

c. Untuk ter:selenggaranya tertib administrasi pertanahan dan Wltuk mewujudkan 

hal tersebut maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan 

hapusnya bak alas bidaug tanah wajib didaftar. 

Ketentuan-ketantuan mengenai pendafurran tanah dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 secara tegan dan 

terperinci mempunyai tujuan yang jelas yaitu menjaorin kepastian hak dan 

membarikan periindungan kepada masyarakat dan juga untuk menghimpun dan 

menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah, dipertegan 

dengan dimungkinkannya menurut Pemturan Pemerintah ini pembuktian bidang­

bidang tanah yang data fisik dan data yurudis belwn lengknp atau masib 

disengketakan untuk dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya guna 

menjamin kepastian hukum dl bidang pengua..~an dan pemilikan tanah. 

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa 

pendafurran tanah diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini dibebankan 
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kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor24 Tahun 1997. 

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik, peiaksarulan 

pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia 

Ajudikasi yang dibentuk oelh Mentri Negara Agraria f Kepala Badan Pertanahan 

Nasional atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Untuk opernsionalnya panitia 

Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas 

pengumpul yuridis serta satuan tugas administrnsi dan tata usaba. Tugas dan 

kegiatan parn satuan tugas tersebut diatur oleh Mentri Negara Agraria f Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik meliputi : 

a. Kegiatan peudaftaran tanah untuk pertama kali 

Adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran 

tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuo 1997. 

b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah 

Kedua bal tersebut diatas sama pentingoya, karena kurang perhatiao 

terhadap salah satu dari keduaoya akan mendatangkan hal-hal yang tidak 

dihnrapkan dikemudian hari. 

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistcmatik 

memberikan kemudahan kepada pemegang hak atas bidang tanalmya yang 

sebagian besar tanah bekas hak milik adat yang walaupun ada atau tudak ada lagi 

dokumen yang dapat digonakao sebagai bukti atau petunjuk untuk keperluan 

pendaftaran disediakan prosedur yaog disebut pengakuan bak yaitu pengakuao 

adanya hak milik dan pemilik tanah yang bersangkutan didasarkaa pada : 

a Penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selarna 20 tahun 

atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pemegang 

hak yang terdahulu yang dapat dibuktikan dalarn bentuk sura! pemyataan atau 

rnengangkat sumpah dihadapen satuan tugas yang dikuatkan oleh dua orang 

saksi yang dapat dipereaya yaitu kelua adat atau penduduk yang sudah lama 
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bertempal tinggal dimana letak tanah berada dan tidak punya hubungan 

keluarga. 

b. Kesaksian dari kepala desa atau lurab selaku anggota Panitia Ajudikasi. 

e. Tanab tidak dalam persengketaan. 

d. Setelab diadakan pengumuman selama 30 hari mengenai akan dilakukan 

pendaflaran tanab yang bersangkutan, karena kebenaran alat-alat bukti yang 

dilakakan dengan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang 

tanab yang bersangkutan oleb Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanab 

sistematik yang dituangkan dalam suatu daftar isian dan tidak ada lagi yang 

mengajukan keberntan dimana pengumuman ini dapat dilaksanakan secara 

bertabap. 

Atas dasar itulab Ketua Tim Ajudikasi mengeluarkan sural keputusan 

pengakuan hak bahwa yang bersangkutan memegang hak atas bidang tanah 

yang bersangkutan. 

Kegiatan penyelenggaran pendaftaran tanab untuk pertama kali dengan 

cara sistematik adalah : 

"- Pengumuman dan pengelolaan data fisik 

Pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi : 

1 ) pembnatan peta dasar pendaftaran 

2 ) penetapan batas-batas bidang tanab 

3 ) Pengukuran pemetaan bidang-bidang tanah dan pembnatan peta 

Pendaftaran 

4 ) pembuatan daftar tanab 

5 ) pembuatan sural akur 

b. Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis serta pembakuan haknya. 

1 ) Pembuktian hak baru dibuktikan dengan : 

a ) Penetapan pemberian hak dari pejabat berwenaog menurut undang­

undang bila hak tersebut berasal dari tanah negarn, asli akta PPAT bila 

tanalmya hak milik adat yang berasal dari pemindaban hak. 

b ) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. 
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c) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. 

d) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan. 

e) Pemberian hak tangungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 

tanggungan. 

2) Pembuktian hak atas tanahyang berasal dari konversi hak-hak lama 

dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 

bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pemyataan yang bersangkutan 

yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah 

sistematik dianggap cukup untuk mendaftar hak dan hak-hak pihak lain 

yang membebaninya27
. 

3 ) Pembukuan hak 

Hak-hak atas tanah, hak penge1olaan, tanah wakaf dan hak nti1ik atas 

satuan rumah susun didaftar dengan membukukan dalam buku tanah yang 

memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan 

sepanjang ada surat ukumya dicatat pula pada surat ukur tersebut 

pembukuan hak tersebut dilakuktm berdasarkan alat bukti ( Pasal 23 

Pemturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ) dan berita acara 

pengesahan ( Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ). 

Hak-hak atas tanah serta pemegang hak yang bersangkutan dan bidang­

bidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur, secara hukurn te1ah didaftar 

menurut Pemturan Pemerintah Nom or 24 Tahun 1997. 

c. Penerbitan sertifikat 

Penerbitan sertifikat sebgai tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam 

surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalarn buku tanah. Sertifikat 

hanya boleh diserahkan kepada pihak yang narnanya tercan tum dalm buku 

tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang 

dikuasakan olehnya, jika didalarn buku tanah terdapat catatan-catatan yang 

menyangkut data yuridis atau data fisik maka penerbitan sertifikat 

ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus sehubungan dengan 

27 Boedi Harsono, Loc.cit, hal. 443. 
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itu apabila masih ada ketidak pastian mengenai hak atas tanah yang 

bersangkutan yang temyata rnasih ada catatau dalam pernbukuannya, pada 

prinsipnya sertifikat belurn bisa diterbilkan, namu apabila camtan hanya 

mengenai data fisik yang belum lengkap tetapi tidak disengketakan maka 

sertiftkat dapat diterbitkan. 

d. Penyajian data fisik dan yuridis 

Penyajian data fisik dan yuridis diselenggarakan melalui tata usaha 

pendaftaran tauah berupa dafta:r umum yang terdiri atas peta pendafta:ran, 

dafta:r tanah, surat ukur, buku tauah dan dafta:r nama yang tata caranya 

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanaban Nasional. 

e. Penyimpanan dafta:r umum dan dokumen 

Dokumen-dokumen meropakan alat pembulctian yang dignnakan sebagai dasar 

pendaftaran diberi tauda pengnnal dan dislmpan di kantor pertanahan atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria I Kopala Badan 

Pertanaban Nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar 

umum28. 

Dokumen-dokumen yang dlpergumtkan untuk keperluan pendaftaran tanab 

secara sistematik. 

I ) Riwayat penyelidikan tanah dan pene!aPan batas dalam pelaksanaan 

proses ajudikasi, riwayat panyelidikan tanab merupakan alat 

pengumpulan data utama yang sangat penting. Dimana terdapat data 

mengenai tauah dan data bagi penetapan pemilikan sebenamya serta 

dapat untuk mernastikan betas-batas bidang tauah. 

2) Dafta:r tauah yang berisikan daftar-dafta:r bidang tauah dalam suatu desa 

sesuai dengan Nomor ldentifikasl Bidang Tanah ( NIB ) dan nomor 

gambar ukur bidang tanah dan perubabannya. 

3 ) Daftar nama yang berisikan daftar nama-nama semna pemegang hak atas 

tauah dan bak-hak atas tanah yang dimiliki di suatu kabupaten I 

21 BQedi Harsono " Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997" tentang pendaftar.m 
tacah isi dan penjelasannya ( Seminar Nasional Kerjasama Fakuttas Hukum Universitas Trisakti 
dengan Badan Pertanahan Nasional. Jakarta, 14 Agustus 1997. 
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kotamarlya, yang memuat antara lain, identitas pemegang hak alas tanah, 

letak serta luas bidang yang bersangkutan. 

4 ) Buku tanah yang berisikan dokumen-dokumen dalam bentuk daftar yang 

memuat data yuridis dan data fisik yang sudah ditetapkan haknya. 

5 ) Sertifikat hak alas tanah yang memuat salinan buku tanah dan surat ukur, 

identitas pemegang hak atas tanah serta keterangan pemi!ikannya. 

6 ) Sural ukur yang dibuat rnngkap dna, satu disimpan sebagai arsip pada 

kantor pertanahan setempat dan lainnya merupakan bagian sertifikat 

tanah untuk menguraikan tanah yang haknya telah terdaftar pada buku 

tanah. 

7 ) Daftar hak alas tanah yang berisi hak atas tanah yang terdaftar dalam 

suatu desa atau kelurahan yang dibuat secara urutan baik nomor maupun 

jenis haknya. 

8) Daftar usulan pemberian hak yang berisi usulan yang dibuat oleh Ketua 

Panitia Ajudikasi mengenai tanah negara yang diperoses pada kantor 

pertanahan Kabupaten I Kotamarlya. 

9 ) Agenda bidang tanah yang diajudikasikan yang berisi catatan mengenai 

Nomor ldentifikasi Bidang Tanah ( NIB ), tanggal pelaksanaan 

ajudikasi, nomor yang diduga pemilik hak atas tanah dan lain-lain, yang 

dibuat oleh ad.m.inistrasi. 

I 0 ) Daftar bidaog tanah yang diajudikasikan untuk pendaftarao tanah seeara 

sistematik yaitu pendaftarao tanah untuk pertama kali secara serentak 

meliputi pengurnpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data 

yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang 

belurn didaftar meliputi wilaynh atau bagian wilayah snatu desa atau 

kelurahan. 

1 1 ) Tanda terima pembayaran I kwitansi yang diberikan kepada pemohon 

setelnh sertifikat di berikan. 

12) Daftar penerimaan biaya sertifikat yang berisi eatatan nomor urut dan 

nama-nama pemohon yang teJah membayar, nomor hak dan nomor hak 

atas taunh uang muka dan tanggal pelaksanaannya. 
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13 ) Pemberian Nomor ldentifikasi Bidang Tanah ( NIB ) yang terdiri dari 

kode Propinsi, Kabupaten, Kecarnatan, Kelurahan ( desa ) dan Nomor 

Bidang Tanah. 

14 ) Pembuatan peta pendaftaran yaitu peta-peta yang menggambarkan 

bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah dibuat untuk 

memperoleh informasi mengenai bentuk, batas, letak dan nomor tiap 

bidang yaog Ielah diukur dao keberadaao baogunao diatasnya29
. 

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik selesai ketua 

Ajudikasi menyerahkan basil kegiatannya kepada kepala kantor pertanahao 

berupa semua dokurnen mengenai bidang tanah eli lokasi pendaftaran tanah secara 

sistematik meliputi : 

a Peta pendaftaran 

Y aitu peta yaog menggambarkan bidaog atau bidang-bidang tanah untuk 

keperluan pembukuan tanah. 

b Daftar tanah 

Y aitu dokurnen dalarn bentuk daftar yang memuat idetitas bidang taoah. 

c Sural ukur 

Y aitu dokurnen yang memuat data fisik suatu bidaog tanah dalarn bentuk peta 

dan uraian. 

d Bukutanah 

Buku tanah yaitu dokurnen dalarn bentuk daftar yang memuat data yuridis dan 

data fisik objek pendaftaran taoah yang ada haknya 

e Daftar Nama 

Dokumen dalarn bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaao 

tanah yang dengan sesuatu hak atas tanah., atau ha pengelolaan dan mengenai 

kepemilikan hak milik. atas satua rumah susun leh orang perorangan atau 

badan hukurn. 

f Sertifikat yang bel urn diserahkan kepada pemegang hak 

g Daftar hak atas tanah 

29 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Oleh Badan 
Pertanahan Nasional. 
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Adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai hak 

atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

h Warkah-warkah 

Adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis 

bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah 

terse but. 

1 Daftar isian Iainnya 

Adalah dokumen dalam bentuk daftar-daftar isian yang dipergunakan dalam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. 

Penyerahan basil kegiatan dilaksanakan dengan berita acar serah terima. 

Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, ketua Panitia Ajudikasi 

menyelenggarakan administrasi pendaftaran tanah tersendiri untuk bidang-bidang 

tanah yaog sudah didaftar secara sistematik, termasuk pendaftaran peralihao bak, 

pembebanan hak termasuk pembuatan sertifikatnya dan perbuatan hukum lainnya 

selama waktu penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik berlangsung 

hingga saat penyerahao hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan ( Pasal 72 

ayat 2, Peraturan Mentri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 ). 

2.1.4. Proses Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 

Pelaksanaan penda:ftaran tanah sistematik dalam implementasinya seeing 

mengkaitkan dengan istilah Ajudikasi. Kata Ajudikasi adalah isti1ah teknis dalarn 

pendaftaran tanah yang mempunyai pengertian : kegiatan dan proses dalam 

rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, berupa 

pengumpulan dao pemastian kebenaran data fisik dan yuridis mengenai sebidang 

tanah atau 1ebih untuk keperluao pendaftarannya. 

Selanjutnya dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang dimaksud ajudikasi 

adalah: 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk 
pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data :fisik 
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dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarannya. 30 

Peraturan Undang-Undang yang disajikan dasar hukum pelaksanaan 

Proyek Administrasi Pertanahan atau Ajudikasi adalah : 

a_ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

b. Peraturan Mentri Negara Agraria I Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Petunjuk Kerja Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Secara Sistematik ). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Thaun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Tujuan proses Ajudikasi adalah : 

a Mempercepat proses administrasi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia 

termasuk pembuatan peta-peta dasar pendaftaran tanah yang lengkap, 

memperbaiki kelembagaan tennasuk menyempumakan dan melengkapi 

hukum pertanahan. 

b Memberikan rasa arnan kepada pemegang hak alas tanah karena adanya 

kepastian hukum mengenai subjek maupun objek hak alas tanah yang pada 

gilirannya akan memberikan rasa kemantapan dalam usahanya yang produktif 

dengan menggunakan tanah tersebut. 

c Menghindari atau mengurangi sengketa-sengketa tanah sehingga terdapat 

penghematan dalam biaya dan waktu bagi perorangan maupun bagi Negara. 

Di sebagian besar negara-negara berkembang banyak perkara di pengadilan 

yang berkaitan dengan persengketaan tanah. 

d Mempercepat proses pendaftaran tanah dengan biaya yang murah, mudah dan 

kepastian transaksi mengenai tanah. Peralihan hak peroranganatas tanah yang 

tidak terdaftar sering kali mengakibatkan biaya yang mahal dan 

ketidakpastian. 

30 Parlindungan, Op. Cit,hal. 471. 
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e Meningkatkan investasi dengan menjadikan tanah sebagai jaminan guna 

memperoleh kredit jangka panjang. Pada umumnya lembaga perbangkan 

menuntut adanyajaminan hak atas tanah sebalum memberikan kredit 

f Meningkatkan kemampuan aparat di bidang pertanahan, dan mernmuskan 

kebijakan serta penyempurnruu~ hukum pertanahan menuju catur tertib 

pertanahan. 

Disamping itu karena peketjaan pensertifikatan tanah melalui proyek 

administrasi pertanahan atau Ajudikasi ini merupakan peketjaan besar yang 

mungkin banyak kendala, sehingga sangat diperlukan pernn koordinatif dan 

dukungan para kepala desa atau kelurahan beserta perangkelnya sebagai salah satu 

ujung tombak aparatur dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Adanya usaha-usaha konkret dan pasti dari pibak pemerin!ah serta 

dukungan dari masyaraket luas., Badan Pertanahan Nasional berharap dapet 

menyelenggaraken proses Ajudikasi di selurub Indonesia. Sehubungan dengan itu, 

aparat pelaksana proses Ajudikasi dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan 

ketelitian dan ketekunan dalam melakukan pendataan riwayat bidang-bidang 

tanah serta dalam proses penerbitan sertifikatnya agar tercipta rasa aman dan 

terjamin bagi masyarakat yang tanabnya didaftar melalui proses Ajudikasi itu. 

2..1_5. Hasil Kegialan Peudaftaran Tanah 

Menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria!Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keteatuan Pelaksanaan 

Peraturan P..,.,rintab Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah basil 

kegiatan pendaftaran tanah melipoti : peta pendaftaran, daftar tanah, sural ukur, 

bulru tanah, daftar nama, sertipikat bak alas tanah, daftar hak alas tanah, warkah 

dan daftar isian laiunya. 

Dari sekian banyak produk pendaftaran tanah secara sistematik yang 

secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat adalah sertipikat bak alas tanah. 

Sertipikat merupakan jarninan kepastian hulrum dan perlindungan hulrum bagi 

pemegang haknya, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang 

bak atas tanah yang bersangkutan. 
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Pengertian sertipikat tanah menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, ~~~mrat bukti pemilikan 

tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang." Semen tara itu menurut 

Boedi Harsono, "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang herlaku sebagal alat 

pembuktian yang memuat data fisik dan data yurudis"." 

2.2. Catur Tertib Pertanaban 

2.2.1 Tertib Hokum Pertanaban 

Tertib hukum pertanahan merupakan kondisi dimana; tersedianya 

perangkat peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif agar 

semua pihak yang menguasai dan menggunakan tanah mempunyai hubungan 

hukum yang salt dengan tanah yang bersangkotan. 

Pendaftaran tanah sistematik memberikan arab terhadap bidang bidang 

tanah yang telah dilakokan pendaftarannya kepada kondisi yang teratur dan tertib. 

Hal ini sesuai dengan sasa:ran pembangunan di bidang pertanahan yaltu 

!erwujudnya tertib pertanahan, seperti tertuang dalam Keputusan Presiden No. 7 

tahun 1979 yang menghendaki tereiptanya tertib pertanahan yang meliputi : Tertib 

Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, 

dan Tertib Perneliharaan Tanah dan Lingkangan Hidup. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas keheradaan pendaltaran tanah secara 

sisternatik terhadap tertib hukum pertanahan sangat bermanfuat. Hal ini tereermin 

dari makna tertib hukum itu sendiri. Menurut Keputusan Presiden No. 7 Tahun 

1979 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan adalah 

menunjukk:an kondisi dimana: 

a. Semua pihak yang menguasal dan atau menggunakan tanah mempunyai 

hubungan hukum yang salt dengan tanah yang bersangkotan menurut 

peraturan perundang-undangan yang herlaku. 

31 Ibid, hal. 464. 
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b. Tersedianya perangkat perundang-undangan di bidang penanahan yang 

lengkap dan lromperltensip sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 

penanahan. 

c. Seluruh penyelenggaraan administrasi pertanahan dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jika ketiga unsnr di atas telah dipenubi dan dilaksanakan sebagai pedoman 

dalam penyelenggarnan tugas di bidang penanahan oiscaya tidak teJjadi 

pennasalahan/sengketa tanah atau setidaknya dapat dikurangi semioimal 

mungkin. 

Yang dimaksud dengan sengketa adalah perebutan, pertengkaran, saling 

memsa memiliki. Jadi sengketa tanah secara tersirat mempunyai makna perebutan 

terhadap satu bidang tanah oleh dua orang (badan) atau lebih dimana satu dengan 

yang lainnya yakio merasa memiliki alas obyek tanah tersebut. Mengutip 

pendapat Maria S. W. Sumardjono, bahwa secara garis be.sar sengketa 

(pennasalahan) pertmahan dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni : I} 

masalah penggarapan mlcyat atas tanah areal perkehunan; 2) pelanggaran terhadap 

ketentuan Landreform; 3) ekses-ekses dalam penyediaan tanah untnk keperluan 

pemhanganan; 4) sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.32 

2.2.2 Teriib Administrasi Pertanallan 

Tertib Admillistrasi Pertanahan merupakan keadaan dimana unluk setiap 

bidang Ielah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis bak 

dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan 

lengkap. Selain hal tersebut terdapat mekanisme prosedur, tala keJja pelayanan 

dihidang pertanahan yang sederhana, cepat dan massal yang dilaksanakan seeara 

tertib dan konsisten." 

32 Sumardjono Maria S.W., Kebijaks(mlJan Perlanahan antara Regulasi dan 
Jmplemenlasi, Buku Kompas. JakaJ"tQ, 2001. 

n Ali Achmad Cbomzah. Hulwm Agraria (Pertanahan indonesia) Jilid 1, Prestasi 
Pustalo!, Ja!w1a, 2004, bal.74 

Universitas Indonesia 

~---

Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



40 

2.2.3 Tertib Penggunaan Tanah 

Tertib penggunaan tanah mempakan kondisi dimana: 

Tanah Ielah digunakan secara optimal, serasi dan seimbang sesuai dengan 

potensinya, gnna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang 

diperlnken untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional. 

Tidnk terdapat benturan kepentingan antar sektor dalam perontnken 

penggnnaan tanah. 

Sesuai dengan harapen penggnnaan tanah tersebut di atas, menurut Lutfi 

Nasution da1am Forum Raker Gubernur se Indonesia menegaskan, "berkenaan 

dengan tanggnng jawab pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 14 UUPA bahwa 

tugas pemerimah adelah menyusun rencana umum persediaan, peruntukkan, 

penggunaan bumi, airt dan ruang angkasa." 

01eh karena itu terhadep pelllksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 

tentang Taxa Ruang, dalam rangka pemberian aspek tata gnna tanah, baik dalam 

pemberian izin lokesi maupun dalam proses pemberian bak atas tanah, harus 

disesuaikan dengan reneana tata ruang, dan aspek lingkungan hidup agar 

pemanfaatannya tidnk mengakibalkan terjadinya kerusakan tanah dan sumberdaya 

alarn lainnya. 

Dalam upaya fungsi tanah dapat benar-benar bermanfaat untuk 

kemakmuran rakyat, beberapa langkah strategis telab ditempuh oleh pemerintah, 

antara lain berupa penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebijaksanaan 

ini didasarkan padn Peraturan Pemerintah No. 36 Tabun 1998 yang intinya 

menitikberalkan pada fungsi sosial bak atas tanab barns terwujud dengan baik. 

Setiap oeang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan bukum 

dengun tanab wajib menggnnakan tanalmya, memelihara serta meneegah 

terjadinya kerusakan, sahingga sumberdaya tanab lebih dapat berdaya gnna dan 

berhasil guna serta bermanfuat bagi kesejabteraan rakyat. 

Di samping itu pelaksanaan pembangnnan hendaknya didasari oleh kaedah 

kelestarian lingkungan, yakni agar setiap jengkal tanab dipargunakan seefisien 

mungkin dengan memparhatikan azas lestari, optimal, serasi dan seimbang untuk 

berbagai keparluan pamhangunan. 
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2.2.4 Tertii> Pemelibaraan dan Lingkungan Hidup 

Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup, adalah keadaan di mana 

penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang kelestarian hidup dan 

terwujudnya pembanganan berkelanjutan bemuansa lingkungan. Semua pibak 

yang mempunyai hubungan hukum dengan tanub melaksanakan kewajiban 

sehubungan dengan pemelihanlan tanah tersebut. 34 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bukum bak 

milik alas tanah, sesuai dengan Peraluran Pemerintub No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanub, pemerintub wajib mendaftar selurub bidang tanub di wilayah 

Indonesia baik dengan pendekalan sistematis maupun spomdik Faktanya, dalam 

kumn waktu bampir 45 tubun S()jak diterbitkannya UUP A pada tubun 1960 

sampai saat ini, jumlah bidang-bidang tanah yang telah terdaftar di Indonesia bern 

mencapai sekitar 30'/o dari total perkiman bidang tanah yang ada sebanyak 78 juta 

persil. 

Melalui program pendaftaran tanub tersebu~ masyarakat baik perorangan 

maupun badan hukum dapat memperoleh sertipikat hak atas tanah. Diharapkan 

dengan telah didaftarkannya bidang demi bidang tanub, keadaan administrasi 

pertahanan dapat menjadi lebib tertib. Masyarakat yang telah memperoleb 

sertipikat hak atas tanah dapat berpartisipasi secara aktif dalarn memanfaatkan 

tanahnya secara optimal. Selain itu, tanah yang sudab bersertipikat dapat 

diganakan untuk mengurangi potensi sengketa kepemilikan tanah dan dapat 

digunakan sebagaijaminan kredit. 

Peranan sertipikat bak atas tanub bagi masyarakat secarn kbusus dan 

terbadap pembangunan ekonomi daecah secara umum dapat dilihat dari kegiatan 

pendaftaran pembebanan hak tanggungan untuk kredit usaha di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Pada umumnya semakin berkernbang perekonomian suatu 

wilayah, semakin besar pula volume Hak Tanggungan. Di tingkat daerah, kita 

dapat mengamati perkembangan kredit usaha ekonomi dari sisi pelayanan 

pertanahan dari pernbebanan hak tanggangan untuk kredit usuba skala menengah 

dan skala basar, sedangkan di tingkat masyarakat, kita dapat mengamati 

34 All Achmad Chomzah, Op.Cft, bal.77 
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pemberian kredit usaha keeil dan menengah (KUKM), tennasuk kelompok mikro 

finance, Pembebanan hak tanggungan dapat dilihat dari data pelayanan di kantor 

pertanahao Kabupaten/Kota. Pemberian KUKM dapat dilihat dari data Bank 

Indonesia yang bersumber dari laporan dari instansi teknis yang berkaitan dengan 

penyaluran kredit tersebut. 

Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan kepastian data fisik obyek 

tanahnya (letak, batas, luas, penggunaao} maupun kepastian data yuridis subyek 

tanah {riwayat, penguasaan dan kepemilikannya serta pihak yang memberi 

keterangau kebenaran penguasaau tauah tersebut}. Kepastian data fisik dan data 

yuridis akan menentukau kualitas produk sertipikat dan jaminau dari gugatau 

pihak lain yang memsa memililci tanah. Partisipasi akan terwujud jika masyarakat 

mempunyai pemahaman tentang nilai manfaat yang lebih besar jika tanahaya 

didaftar dan disertipikatkau. Pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh 

per:;epsi masyarakat rentang manfaat sertipikat hak alas tanah. 

Pendaftaran tanah untak pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentaug Pendaftaran 

Tanah alan peraturan Pemerintah Nomor No. 24 tahun 1997 tentaug Pendaftarao 

Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan 

dua cara: 

a. Pendaftaran tanah secara sistematik 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang melipufi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau begian w:ilayah 

suatu desa/kelursben. 

b. Pendaftaran tanah secara sporadik 

Pendaftaran tanah secara speradik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftarao tanah 

dalam wilayah atau bagian w:ilayah suatu desa.kelursben seeara individual 

atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan alas permintaan 

pihak yang berkepentingan. 
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Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara 

ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan 

didaftar daripada melalui penda.ftaran secara sporadik. Tetapi karena 

prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, 

tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan 

pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan 

rencana pelaksaanaan talmnan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar 

berjalan lancar. 

2.3.Pelaksaoaan Pendaftaran Tanah Sistematik di Kelurahan Serdang 

Jakarta Pusat 

Kelurahan Serdang di Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu lokasi yang 

telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksaanaan pendaftaran tanah sistematik. 

Berdasarkan data dari Kantor Pertanaban Jakarta Pusat dapat diketahui bahwa 

Pendaftaran Tanah Sistematik pada tahun 1999/2000 dilaksanakan oleh satu tim 

yang disebut Paniatia Ajudikasi, dan pada tahun 2007 dilaksanakan oleh Tim 

PRONA. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satgas yang membantuuya 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 119-XI-1999 tanggal 28 Mei 1999, sedangkan Tim PRONA 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanaban 

Nasional Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 231/09.55-01.2007 tanggal 12 

Pebruari 2007. Panitia Ajudikasi maupun PRONA berfungsi membantu Kepala 

Kantor Pertanahan dalarn rangka pendaftran tanah sistematik dan 

bertanggungjawab kepadanya. Adapun penetapan lokasi pelaksanaan ajudikasi 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

PertanabanNasional Nomor :51-XI-1999 tanggal28 Mei 1999. 

Penetapan mekanisme rincian tugas Panitia Ajudikasi merupakan hal yang 

penting dalarn pelaksaanaan pendaftaran tanah sistematik guna terlaksananya 

proses pendaftaran tanah dengan baik:. Penetapan fungsi, tugas, dan wewenang 

yang jelas sangat membantu anggota organisasi dalam melaksanakan 
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kewajibannya, sehingga dapat terhindar dari perangkapan jabatan atau melebihi 

kewenangannya dalam bertindak. 

Adapun tugas dan wewemmg Panitia Ajudikasi, Ketuu Panitia, W akil 

Ketua I dan !I serta anggota dan Satgas pembantu adalah sebagai berikot:35 

a_ Tugas dan Wewenang Panitia Ajudikasi 

1) Menyiapkan rencana kerja !'rona secara terperinci 

2} Mengumpulkan data fisik dan dokomen asli data yuridis semua bidang 

tanah yang ada di wilayah kerja ajndikasi dan memberikan tanda terima 

dokomen kepada pemegang bak atau koasauya. 

3) Memeriksa riwayat tanah dan menilai kebenaran alai bukti pemilikan alau 

penguasaan tanah. 

4) Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikompulkan 

5) Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengkela antara pihak­

pihak yang bersangkotan mengenai data yang diumumkan 

6) Mengesahkan basil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 

yang akan digunakan sebagai dasar pembukoan bak atau usulan 

pemberian. 

7) Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap 

kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan nang yang dibayarkan oleh 

pemohon 

8) Menyornpaikan laporan seeara periode dan menyerahkan hasil kegiatan 

Panitia Ajudiksi kepada kepala Kantor Pertanahan 

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan seeara kbusus kepadanya, 

yang berhubungan dengan pendaftaran tanah sistematik di lokasi yang 

bersangkutan. 

b. Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Ajudikasi 

I) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanan program 

kegiatan Ajudiksi. 

lS Ranglruman wawancam dengan Dra Rita Purwanti. Panitia Ajudikasi Kelurahan 
Serdang, tanggall7 Aprii2Q08 
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2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan kantor Pertanahan dan 

instansi terkait 

3) Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan 

RT/RW. 

4) Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebegalmana dimaksud 

dalam Pasal28 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997: 

menegaskan konversi bak atas tanah 

menandatangani penetapan pengakuan bak 

- mengusolkan pemberian hak atas tanah Negara 

5) Atas nama Kopala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan 

sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran. 

6) Atas nama kepala Kantor Pertanahan mendallar peralihan dan pembebasan 

hak atas tanah yang telah didallar dalam rangka pelaksanaan pendaftaran 

tanah sistematik sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan 

diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

7) Menandatangani dokumen penyerahan basil kegiatan Panitia Ajudiksi 

kepada kepala kantor. 

c. Tugas Wakil Ketua I adalah membentu ketua Panitia Ajudikasi dalara hal : 

I) MengkoordinllSikan pelaksanaan pengumpulan data fisik dan ptata usaha 

pendaftaran tanah. 

2) Memhantu Ketua Ajudiksi dalam pemeriksaan data fisik dan atas bidang-

bidang tanah. 

3) Memblllll basil kesimpulan basil pengukuran dan pemetaan 

4) Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah 

5) Meneliti dallar tanah dan memeriksa luas. 

6) Menyiapkan buku tanah, Surat ukur dan peta-peta tanah setempat. 

7) Memeriksa Peta dan surat ukur 

8) Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang­

bidang tanah 

9) Membunt laporan basil kegiatan seeara berkala 

I 0) Mengontrol pengukuran betas tanah 
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I I) Bersama W akil ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman 

(penerbitan dan penempelan dipapan pengumuman) 

12) Menyiapkan konsep konversi dan pengakuan hak atas tanah 

13) menyiapkan peta pendfataran 

14) Memeriksa surat ukur 

15) Memeriksa buku tanah. Sertipikat, da.ftar nama dan peta pendaftaran 

16) Menyiapkan daftar tanab Negara 

17) Menyiapkan daftar tanab perponding Indonesia 

d. Tugas Wakil Ketua IT adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalarn 

kegiatan: 

I) Mengkoordina.sikan pelaksanaan tuga.s pengurnpulan data yuridis 

2) Supervisi pengurnpulan dokumen a.sli mengenai kepemilikan atau 

pengusaan tanab 

3) membantu ketua Panitia Ajudiksi dalarn pemerikaaaan data yurida bidang­

bidang tanab 

4) Membuat keahnpulan basil pengurnpulan data yuridis 

5) Membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat 

kesimpulan dan mernbuat laporan setelah pengumuman 

6) Bersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman 

penerbitan dan penempelan dipepan pengurnuman 

7) Menginventarisir permasalahan umum hak atas tanab 

8) Supervissi nama pemilik peda buku tanah 

9) Menyiapkan usulan pemberian Hak atas tanah Negara 

I 0) Menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanab 

e. Tugus Satgas Pengukuran dan Pemetaan, yaitu: 

I) Menetapkan batas bidang tanab dalam tugas pengukuran dan pemetaan 

2) Melaksanakan pengukuran batas bidang tanab 

3) Membuat gambar ukur 

4) Membuat peta bidang tanah 

5) Membuat daftar tanah 

6) Membuat peta penda.ftaran 
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7) Membuat surat ukur. 

f. Tugas Satuan Pengurnpul data yuridis, yaitu : 

l) Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas 

batasnya 

2) Membuat Sket (gam bar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia 

3) Melakukan pemeriksaan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti 

pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima 

4) Membuat daftar bidang-bidang tanah yang Ielah diajudikasi 

5) Membuat laporan pelaksanakan pekerjaan setiap minggu 

6) Menyiapkan pengurnuman mengenai data yuridis 

7) Menginventarisir sanggahanlkeberatan dan penyelesmannya. 

8) Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat 

g. Tugas Satgas Administrasi 

I) Melakaanakan tugas pengetikan, pengadaan dokumen, penerimaan sural­

swat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif 

lainnya. 

2) Menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, kantor wilayah dan unit kerja 

lain yang dianggap perlu. 

3) Mengelola alat-alat tu!is kantor 

4) Menyiapkan daftar badir 

5) Mengatnr rumah tangga Panitia Ajudiksi 

6) Menyiapkan laporan besil kegiatan secara berkala 

7) Mcmbuat evaluasi untuk laporan basil kegiatan secara berkala 

Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada pendaftaran tanah 

sistematik yang pelaksanannnya melalui Ajudikasi, hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa. Ajudikasi dilaksanakan pada tahun 199912000 sehingga 

sampai penelitian ini dilakukan sudah dapat diketahui bagaimana pengaruhnya 

terhadap tertib pertanahan. 

Proses Pendaftaran tanah sistematik dimulai dari kegiatan persiapan 

penyelenggaraan pendafiaran tanah sampai dengan penyerahan sertipikat kepada 

Universitas Indonesia Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



48 

masyarakat dan penyerahan dokumen basil pendaftaran tanah sistematik kepada 

Kantor Pertanahan Jakarta Pusat oleh Panitia Ajudikasi. 

Secara garis besar proses pcnyelenggaraan pcndaftran Tanah sistematik 

dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu, sebagai berikut: 

L Tahap persiapan 

2. Tahap pelaksanaan Ajudikasi sisternatik 

3. Tahap pcnyenahan basil Ajudikasi36 

Ad. 1. Tahap Persiapao Ajudikasi 

Parla tahap persiapan setidaknya dilakukan lima kegiatan utama, yaitu 

meiiputi: 

a. Bimbingan Teknik Pelaksana 

Dalam rangka pcndaftaran tanah sistematik di Kelurahan Serdang 

agar pelaksanaannya dapat beljalan dengan baik sesuai reneana yang telah 

ditetapkan, maka terbarlap pciSOnal Panitia Ajudikasi terlebih dabulu 

diberikau bimbingan pcngetahuan dan keterampilan sebelum 

melaksanakan tugas. Bimbingan tersebut adalah berupa kursus kllat 

selama 20 hari kelja dengan rnatemi tentang pcngetahuan teknik, yeridis 

dan administratif mengeuai masalah pcrtanahan. 

b. Pengambilan Sumpah 

Sesuai Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, sebelum melaksanakan 

tugasnya selurah anggota Panitia Ajudikasi wajib disumpab dibadapan 

Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini dimakaudkan untuk memberikau 

penekanan temadap kesanggupan untuk mentaati kebarusan atau untuk 

tidak melakukan larangan yang ditentukan. 

Pengambilan sumpah Panitia Ajudikasi Kelurahan Serdang 

dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1999 di hariapan Kepala Kantor 

Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat bertempat di ruang sidang Kantor 

J(: Rangkuman wawancara dengan Om. Rita l'nrwanti, Paoitia Ajudikasi Kelurahan 
Senlang. tangga117 April 2009 
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Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat. Anggota Panitia Ajudikasi 

Kelutahan Serdang yang disumpah sebanyak 18 orang. 

c. Penyuluban 

Sebcblm dilaksanakan kegiaum penyelenggaran pendaftaran seeara 

sisrematik terlebih dahulu dilaksanakan penyuluban kepeda masyarakat/ 

masyarakat peanilik UUlah di wilayab Kelutahan Serdang, kegiatan 

penyuluban dilakakan oleh Kapela Kantor Pertanaban Kotamadya Jakarta 

Pusat, Panitia Ajudikasi dan Lw:ab Serdang serta para tokoh dan sesepuh 

masyarakat. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1999 

bertempet aula Kantor Kelutahan. 

Adapun fungsi daripeda tim penyuluh adalab menanamkan 

motivasi dan menjelaskan masalab seputar kegiatan pendaftaran tanah 

sistematik kepada masyarakat. Tugas tim ini adalab dalam rangka 

peningkaUUJ registrasi pertanahan melalui pendaftaran UUlab seeara 

sistematik. Adapun kewajiban tim penyuluh adalab meruunpung aspirasi 

masyarakat dan menjawab setiap pertanyaan masyarakat secara tuntas. 

TABELI 

TARGET BIDANG TANAH YANG DAFTAR 

.JUMLAH TARGET 
JENIS BIDANG BELUM PELAKSANAAN KELURAHAN KETERANGAN 

PENDAFl'ARAN SERTIPIKAT BIDANG 

Serdang A.jadikusi 2.898 1.000 Jumiah bJdang 

tanab yang ada di 

PRONA 1.898 250 selurub wilayah 

kelurahan 

Serdang adalnh 

4.817 bidang. 
. .. . . . . 

Sumber Data : Laporan Akhir Pamtia AJudikas> dan T1m Prona Keluraban 

Serdang 
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d. Mengadakan Penelitian Pendahuluan 

Dalam penelitian pendahuluan ini Tim Ajudikasi melakukan 

pengurnpulan data di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap bidang­

bidang tanah yang sudah terdaftar dengan cara memploting gambar situasi 

pada peta kerja. Selain itu tim juga melak.ukan identifikasi di kantor 

Kelurahan Serdang untuk. memperoleh data mengenai status tanah dan 

jurulah wajib pajak menurut buku Pajak Bumi dan Banguan. 

Dari peneliatain pendahuluan tersebut diperoleh data, yaitu luas wilayah 

Kelurahan Serdang seluruhnya berjurulah 82,23 ha, yang diklasifikasikan 

menjadi: 

Tanah berdasarkan Verponding Indonesia 

Tanah Negara/garapan 

Tanah Kavling 

e. Mobililasi Panitia Ajudikasi 

30,09 ha 

40,04 ha 

12,10 ha 

Mobilisasi Panitia Ajudikasi ke lokasi dengan mengadakan 

kegiatan an tam lain penataan ruang kant or (Base Camp) dan penempatan 

alat-alat kerja sesuai kebutuhan dan kondisi ruangan. Kegiatan lain yang 

lebih penting yaitu mengadakan meeting untuk membicarakan 

sistirn!strategi pelaksanaan tugas dan pembagian tugas secara organisasi 

serta pembagian wilayah kerja satgas. 

Ad. 2. Tahap Pelaksanaan Ajudikasi Sistematik 

Dalam tahap pelaksanaan ini para Satgas Yuridis bersama Satgas 

Pengukuran melaksanakan tugasnya dalam tahapan kegiatan : 

a. Melakukan koordinasi dengan ketua RT, dan RW, serta Aparat Kelurahan 

untuk memberikan informasi bahwa penda:ftaran tanah sistematik segera 

dimulai pelaksanaannya. 

b. Penyuluhan langsung oleh Satgas, orientasi lapangan dan pemberitahuan 

kepada warga untuk: memasang tanda batas/patok atas tanahnya masing­

masmg. 

c. Ajudikasi di lapangan oleh Satgas Yuridis dan Satgas Pengukuran. 
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I) Satgas Yuridis 

Satgas Y uri dis bertugas membuat Sket bidang tanab, dimana 

sket tersebut dibuat untuk setiap RT sesuai pembagian wilayab ke!ja 

masing-masing satgas, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan 

satgas pengukuran dalam rangaka pelaksanaan pengukW11ll terbadap 

bidang-bidang tanab tersebu~ untuk data yuridis Satgas telab dapat 

mengumpulkan data sebanyak 1.120 bidang tanab. 

Penetapan batas dilaksanakan oleh satgas yuridis dengan 

persetujuan/disaksikan oleh para pemilik tanab yang berbatasan. 

Sebelum dilaknkan pengukuran, terlebih dabaulu satgas yuridis 

memintaimenarik asli surat-surnt tanab dari masyarakat untuk diteliti 

lebih lanjut baik perolehannya maupun dasar penguasaannya, 

kemudian dituangkan dalam daftar isian 201 yaitu Daftar Risalab 

Penelitian Tanab sebagai baban pertimbaagan keputusan sidang 

Panitia. 

2) Satuan Tugas Pengukuran 

Dabun Pelaksanaan pek:e!jaan lapangan pada tahap permulaan 

membuat dan memasang tugu yang terbuat dari beton sebaayak 36 

buab dengan jarak interval 300 M' yang tersebar di seluruh wilayab 

kelnmhan. 

Selanjutnya dilalruk:an pengukuran horizontal dengan cara 

polygon yang diikat pada beberapa titik sentral horizontal orde 3 

pengukuran GPS dalam sistim 1M 3 derajat. Langkab berikntnya 

melakukan pengukW1!ll polygon cabang serta pengukuran ricikan dan 

perhitungan luas terhadap bidang-bidang tanab yang tidak dikenal 

(tidak dioJudikasi). 

Satgas Pengukuran dapat menyelesaikan pengukuran sebanyak 

1.420 bidang yang terdiri dari : 

L T anab yang sudab bersertipikat 

2. Tanab yang belum bernertipikat 

317 bidang 

1.103 bidang 
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Dari 1.420 bidang yang teridentifikasi dibuat dalam 1.000 bidang, 

selehilmya yang 420 bidang tidak dibuat gambar ukurnya karena 

bidang-bidang tanab tern:but tidak dikenal (bukan peserta ajudikasi). 

d. Pengumuman 

Dari dnta yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang sudah 

diajudikasi dan diukur serta selesai perhitungan luasnya selanjutnya dibuat 

peta bidang menjadi 19 blad. Bersamaan berkas-berkas permohonan 

ajudikasi diperikas satu persatu dan dibahas pada rapat Panitia Ajudikasi 

bersama Satgas Y uridis dalam rangka memberikan fakta dan data kearab 

pengumpulan status tanalmya. 

Dari basil sidang Panitia Ajudikasi kemudian data fisik dan data 

yuridis diumurnkan di Kantor Ajudikas~ Kantor Kelurahan, dan Kantor 

RT masing-masing selama jangka waktu 30 hari. 

Setelah tenggang waktu pengumuman tersebut selesai, maka 

dibuatkan Berita Acara Pengesahan {J)aftar !sian 202) dan selaujutuya 

dnpal diterbitkan Surat Ulrumya. T erbadap tanab-tanab hak milik adat 

langsung diproses untuk penerbitan sertipikatnya, disiapkan usulan 

Konfumasi Surat Keputusan Pemberian Haknya ke Kantor Pertanahan. 

e. Surat Keputusan Pemberian Hak 

Untuk tanah negam dan tanah Verponding Indonesia pemberian 

bak oleb Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaan 

Ajudikasi saat ini kepala kaotor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat telab 

menerbitkan Surat Keputusan Peroberian Hak sebagai berikut : 
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TABEL2 

DAFfAR SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK 

NO NOMOR SURAT KEPUTUSAN TANGGAL 

L 09/0J-250.520.1-31.AJD..2000 11-01-2000 

2. 031251-500.520.1-31-AJD-2000 19-01-2000 

3. 21150 1-750.520.1-31-AJD/2000 31-01-2000 

4. 07n51-1.000.520.1.31-AJD/2000 16-02-2000 

Sumber: Laporan Akhir Panitia Ajudikasi 

Setelah draf Surat Keputusan Pembetian Hak diterbitkan dan 

sebelum ditanda tangani oleh Kopala Kantor, sesuai kelentuan Undang­

Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Peroleban Hak Alas Tanah 

dan Bangunan maka, peserta Ajudikasi diwajibkan membayar Biaya 

Perolehan Hak All!Sa Tanah dan Bangunan (BPHTB} kepuda Negara. 

Bukti pembayaran BPHTB berupa formulir SSB yang sudah divalidasi 

oteh baak parsepsi yang Ielah ditunjuk. 

f. Pengolahan Blanko Sertipikat. 

Satu komponen dalarn rangka pendaftaran tanah sistematik yang 

tidak dapat dipisahkan yaitu pengadaan dan penggunaan blanko sertipikat. 

Blanko sertipikat panting sekali artinya sebagai media peoerbitan sertipikat 

tanah, karena blaako-blanko ini tidak sembarang dapat dipemleh. Akan 

tetapi blaako ini disetarakan denga swat berharga yang dice!ak khusus 

dengan maksud untuk menghindari kejahatan pemalsuan. Oleh karena itu 

pengolahan terbadap blaako ini disetamkan dengan sural berharga yang 

dicetak khusus dengan maksud untuk menghlndari kejahatan pemalsuan 

sertipikat. Oleh karena itu pengolahan terhadap blaako sertipikat baran 

sangat diperhatikan supaya penggunaannya benar-benar sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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Untuk penggunrurn blanko dalam rangka penerbitan sertipikat 

sering terjadi kernsakan, hal ini disebabkan oleh kekeliruan pengetikan, 

adanya revisi data, kesalahan lokasi bidang tanah dan sebagiannya. Selain 

dari itu juga terdapet blanko sertipikat yang tersisa tidak dipergunakan, 

aldbat droping yang berlebih dan Pusat. Berikut ini pengelolaan blanko 

sertipikat tersebut tersebut dapat diuraikan di bawah ini. 

TABEL3 

DAFfAR PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BLANKO SERTIPIKAT 

PENilRJMAAN PENGELUARAN 

No. Tanggal NomorSeri Jumlah Tercetak Rusak Sisa Jum1ah 

(Exp) (Exp) 

I. 17-02-2000 EA.780001- 1.025 1.000 13 12 1.025 

79000 

Sumber : Lapor.m Akbir Panitia Ajudikasi 

g. Penerbitan Sertipikat 

Dalam wget yang Ielah ditetapkan sebanyak 1.000 sertipikat atau 

data fisik yang teridentifikasi sebanyak 1.420 bidang tanah yang belurn 

bersertipikat. Panitia Ajudikasi dapat mengumpulkan data yuridis berupa 

sural-sum! tanah yang merupakan alas hak sebanyak 1.000 berkas, hal ini 

berarti 420 bidang tanah tidak meadaftar menjadi peserta ajudikasi, karena 

bidang tanah tersebut tidalr dikenal. 

Sampai dengan akhir kegiatan ajudikasi di Kelnrahan Serdang 

Panria Ajudikasi berhasil meuerbitkan sebanyak 1.000 buah sertipikat, 

yang terdiri dari : 

1. Sertipikat Hak Milik 432 buab 

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan 668 buah 

3. Sertipikat Hak Pakai buab 
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Ad. 3. Tahap Penyerahan Sertipikat 

Sebagai tugas akhir Panitia ajudikasi yaitu menyerahkan hasil 

pendaftaran tanah sistemalik berupa Sertipikat Tanah sebagai tanda bukti hak 

atas tanah kepada para peserta Ajudikasi, dari jumlah 1.000 buah sertipikat 

yang Ielah dapal diterbitkan Ielah diserahkan selurubnya kepada masyarakat. 

2.4. Analisa pembahasan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik dan 

pengarubnya Terhadap tertib Pertanahan di kelurahan serdang 

Jakarta pusat 

2.4.1. Pengaruh dan Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematik di Kelurahan 

Serdang Jakarta Pusat 

Luas wilayah Kelurahan Serdang menurut Data Monografi Kelurahan 

Serdang tahun 2007 ditetapkan 82,23 hektar, untuk memudahkan jalarmya 

pemerintahan, Kelurahan Serdang lerbagi dalam 113 Rukun Tetangga dan 7 

Rukun Warga. 

Komposisi Status tanah menurut Data Demografi Kelurahan Serdang 

adalah sebagai berikul : 

I. Tanah Negara 

2. Tanah Verponding Indonesia 

3. Tanah Kavling 

40,04 ha 

30,09 ha 

12,10 ha 

Adapun penggunaan sesuai peruntukan, yaitu : 

Perumahan 

Perkantoran/Perdagangan 

Fasos/Fasum 

Jalur Hijau 

Tanah Kosong 

53 

12 

ha 

ha 

14,20 ha 

3,03 ha 

Menurut basil pengumpulan data fisik Panitia Ajudikasi dengan 

pengukuran bidang-bidang tanah-tanah, wilayah ini lerdiri dari 4.817 bidang baik 
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tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belwn. Di bawah ini disajikan data 

penerbitan sertipikat hasil ajudikasi Kelurahan Serdang. 

TABELS 

SERTIPIKAT YANG TELAH DISERAHKAN 

NO KELURAHAN 
JUMLAH TELAH BELUM 

KETERANGAN 
SERT!PlKAT DISERAHKAN DlSERAHKAN 

I. SERDANG 1.000 buah 1.000 buah - Seluruhnya 

selesai dan sudah 

di-

kepada 

berhak. 

Sumber : Laponm Akhlr Panitia Aju.dikasi 

2.4.l.l.Pengarub Pendaftaran Tanah Sistematik Terbadap Tertib Huknm 

Yang dimaksud tertib hukum portanahan adalab bahwa semua orang atau 

badan huknm yang menguasai atau menggunakao tanah mempunyai hubungan 

hukum yang sah dengan tanab yang bersangkutan menurut peraturan perundangan 

yang berlukn. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pibak yang 

memilild atau menguasai satu atau beberapa bidang tanah bersangkutan menurut 

peraturan perundang-undaogao yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa setiap pihak yang merniliki atau menguasai satu atau beberapa 

bidang tanah dibuktikan dengan sertipikat. 

Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan proses pensertipikatan 

tanah yang pada prinsipnya meliputi kegiatao pengumpulan data fisik dan data 

yuridis. Di dalam sertipikat tanab terkandung data fisik dan data yuridis sebagai 

rekonstruksi terbadap sueyek dan obyek bak alas taoab. Dengan dernildan 

sertipikat menampung data yang akurat dan fuktual yang merupakan jaminan 

kepa.stian huknm. 
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Dengan demikian jika setiap bidang tanah sudah didaftar haknya dengan 

disertai sertipikat tanah sebagai bukti sah kepemilikannya, niscaya perebutan dan 

sengketa tanab dapat dihilangkan atau setidaknya dieliminir. Begitu juga Fakta 

menunjukan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sisrematik di kelunaban 

Serdang barpengaruh terbadap sengketa tanab di wilayab tersebut. 

TABEL6 

KONDISI TERTIB HUKUM PERT ANAHAN 

TAHUN HUB UNO AN PERANGKAT FUNGSJ 

HUKUM PERUNDANG- ADMISTRATIF 

UNDANGAN 

Sebelurn - Bukti kepemilikan - Kesepakatan para - Belum dilaksanakan 

Tahun2000 bennacam-macam pihak dengan baik 

- Bukti perolehannya - - Belum teregistrasi 

sering tidak runut dengan baik, karena 

dari pemilik asal kekurangpahaman 

sam paz kepada subyek hukum 

pemilik terakhir terhadap masa1ah 

(pemohon) pertanahan. 

- Data tentang obyek - - Bel urn dilakukan 

sering tidak akumt pengukuran lnpang 

- Tidak ad any a - sehingga data 

kepastian hakum mengenai luas tanah 

bagi pemilik.nya sering tidak aku.rat. 

-

Sesudah - Bukti kepemilikan - pp No.24 Tahun - Terdaftar secara 

Tahun2000 jelas berupa !997 benar berdasarkan 

(setelah sertipikat hak alas - Permenag/Kepala peraturan yang 

diluksanakun tanah. BPN No.3 Tahun berlak:u pada instansi 

Ajudikasi) - Adanya Kepastian 1997 yang berwenang. 

hakum - Pennenag{Kepala 

BPN No.9 Tahun 
--~·---· 
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1999 

- Undang-Undang 

No.Zl Tahun 1997 

- Peraturan 

Pemerintah No.46 

Tahun2002 

- Permenag!KepaJa 

BPN No.3 Tahun 

1997 

. Jika tetjadi - pp No.24 Tahun - Setiap tetjadi 

peralihan, maka 1997 perubahan data selalu 

harus dibuat akta dicatat di Kantor 

peralihan dengan Pertanahan. 

akta otentik 

. Data rentang . Data rentang subyek, 

Subyek, obyek, dan obyek, dan 

lUllS faktual dan tercatat Secant 

kongkrit. perla bulru tanah 
--·········· 

2.4.1.2.Pengaruh Peodafturao Taoab Sistematik Terhadap Tertib 

Administrasi Pertanahan 

Yang dimaksud Tertib Administrasi Pertanahan adalah kondisi yang 

mencerminkan keadrum dimana setiap bidaog tanah telah tersedia catatan 

mengenai dta fisik dan ynridis, pengnasaan, penggunaan, status tanah, dan jenis 

haknya yang dikelola dalam system informasi pertanahan yang lengkap. 

Terhadap mekanisme prosedurltataeara pelayanao dibidaog pertaoahan 

yang sederhana, cepat, murah, namun menjamin kepastian bukum yang 

dilaksanakan seoara tertib dan korureknen. Dan penyimpanan warkah yang 

berkaitan dengan pemberian hak dan perurertipikatan tanah Ielah dilukukan secara 

tertib, beratunm dan teljamin keamannya 

Universitas Indonesia 

luas 

pasti 

Tinjauan Terhadap..., Ilham Adiansyah, FH UI, 2009



NO. 

I. 

59 

Di bawah ini akan disajikan data yang mencerminkan kondisi sebelum 

dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematik melalui Ajudikasdi dan kondisi setelah 

dilakukan Ajudikasi. 

TABEL7 

KONDISI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN 

TAHUN 

Sebelum 

Tahun 2000 

CATATAN 
MEN GENAl 

OBYEKHAK 

- Catatan mengenai ~ 

data fisik, yuridis, 

belum tem:dia 

dengan bai'k 

PROSEDUR 

TATAKER1A 
PENYIMPANAIN 

WARKAH 

Belum ada prosedur - Penyimpanan 

peJayanan karena dokumen oJeb 

belum ada pendaftaran rnasing~masing 

hak atas tanah pemilik. 

~ Catatan mengenai ~ Pengambilan data fisik - Tidak ada 

penguasaan, 

penggunaan~ dan 

nilai tannhnya 

belum tersedia 

dengan baik 

- Tidal< jelas baik 

slatus tanah 

maupun jenis 

haknya. 

dengan meJakukan 

pengukuran secara 

massat 

pengelolaan system 

informasi pertanahan 

Tidak ada warkah 

maupun Buku Tanah 

2. Sesudah ~ Catatan mengenai ~ Telaah data yuridis - Data fisik yang 

Tahun 2000 data fi.Sik maupu.n 

yuridis sudah 

tersedia dengan 

baik 

- Penguasaan fisik -

o!eh pemUik tanah 

dan 

oleh Satgas Yuridis 

Panitia Ajudikasi 

Dicatat dalam Berita -

Acara Peninjaun 

lapangan oteh Satgas 

tertuang da1am Surnt 

Ukur dan Gombar 

situasi disimpan di 

Kantor Pertanahan 

Data yuridis dalam 

bentuk warkah 

disimpan di Kantor 
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penggunaannya yuridis Pertanahan 

didasarkan pad a - Dilakukan penelitian - Warkah disimpan 

Rencana Tala tanah oleh Satgas dengan baik dan 

Kota/Planning yuridis untuk am an 

Tata Kota mengetahui status - Berita Acara 

- Status tanah tanah yang sebenamya Penelitian Tanah 

menjadi jelas - Alas hak tanah ad at disimpan menjadi 

tertuang dalam diberikan hak milik, satu kesatuan warkah 

Sural Keterangan dan terhadap obyek dengan data yuridis 

Pendaftaran Tanah yang berstatus tanah la.innya di Kantor 

- Jenis hak Negara diberikan hak Pertanahan. 

diberikan sesuai Guna Bangunan - Warkah dan buku 

alas hak yang tanah disimpan di 

dimiliki pemohon Kantor Pertanahan 

2.4.1.3.Pengaruh Pendaftaran Tanah Sistematik Terhadap Tertib 

Penggunaan Tanah 

Dalam upaya fungsi tanah dapat benar-benar bennanfaat untuk 

kemakmuran rakyat, mak.a setiap individu, badan hukum, atau instansi yang 

mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya. 

memelih~ serta mencegah terjadinya kerusakan, sehingga tanah lebih berdaya 

guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dari data Monografi serta wawancara yang dilakukan dengan Lurah 

Serdang, terungkap bahwa secara garis besar wilayah Kelurahan Serdang ditinjau 

dari aspek penggunaan tanah terbagi menjadi tiga kondisi. Wilayah RW.OI, 02, 

dan sebagian kecil RW.05 dan 06 adalab daenah dengan kondisi padat penduduk 

dengan karakter perumahan sederhana dan tidak teratur. Sedangkan di RW. 03. 

dan 04 merupakan daenah yang sudah lebih teratur dan tertata dalam bentuk 

konsolidasi pertanahan yang baik khusus untuk R W. 05 sebagian besar dari 

wi!ayahnya sudah tertata rapih karena pada tahun I 971 telah dilaksanakan 
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perpetakan dalam bentuk kavling-kavling yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kotamadya Jakarta Pusat. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di kelurahan Serdang 

difokuskan pada daerah-daerah padat penduduk. Hal ini dilakukan berdasarkan 

pertimbanngan sebagian besar tanah pada wilayah tersebut belurn terdaftar. Selain 

dari itu kondisi perekonomian masyarakat setempat termasuk kategori 

berpenghasilan menengah ke bawah. 

Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara istematik berangsur­

angsur menuju kearab peibaikan, Hal ini ditanda dengan sernakin yakinnya 

masyarakat setempat babwa tanab yang mereka tempati sudab mempunyai hak 

dan sudab berkekuatan hukurn yang sah. Dari persepsi yang demikian warga 

menjadi lebih peduli terbadap lingkungannya Keadaan ini terlihat dengan 

munculnya semangat warga untuk membangun rurnabnya menjadi lebih rapih dan 

disertai fasilitas perbaikan got, pembuatan bak sampab, serta pembuatan taman 

sederbana dibeberapa terupat umum. 

Berikut ini disajikan data daerah tidak teratur/perurnahan tidak tertata yang 

dan terkesan kurnub, dilihat tahun demi tahun semakin membaik. 

TABELS 

PETA DAERAH TIDAK TERATUR /l'ERUMAHAN TIDAK TERTATA 

TAHUN WILAYAH-R.W. PROSENTASE KETERANGAN 

Sebelum Berdasarkan data 

dilakukan Monografi Tahun 2007 

Ajudlkasi dan sesuai Surat 

!996 0!, 02, seb. kecil 05, dan seb. 06 30% Keputusan Gubemur 

1997 0!, 02, seb, kecil 05, dan seb. 06 29% Propinsi DKI Jakarta 

1998 0 I, 02, seb, kecil 05, dan seb. 06 29% No.228!2004 Tanggal 

3 Pebruari 2004 luas 

wilayah Kelurnhan 

Setelah Serdang ditetapkan 

dilakukan 82,22 ha. 
... , -
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Ajudikasi 

2000 0 I, 02, seb. kecil 05, dan seb. 06 21% Wilayah RW. 03, 04, 

2001 0 I, 02, seb. kecil 05, dan seb. 06 18% 07, sebagian besar 05, 

2002 01, 02, seb.05, dan seb. 06 16% dan 06 merupakan 

2003 0 I, 02, seb.05, dan seb. 06 daerah yang sudah 

tem.tur 

Sumber : Hasil wawancara dengan Lurah Serdang 

Adapun yang dimaksud dengan tertib penggunaan tanab merupakan 

kondisi dimana; setiap bidang tanah telah digunakan secara optimal, serasi dan 

seimbang sesuai dengan potensi, guna berbagai kegiatan kehidupan dan 

pengbidupan. Selain dari itu tidak terdapat benturan kepentingan antar sektor 

penggunaan tanab. Di bawab ini disajikan data kondisi tertib penggunaan tanab di 

Keluraban Serdang 

TABEL9 

KONDISI TERTffi PENGGUNAAN TANAII 

TAHUN PENGGUNAAN KETENTUAN TINGKATKEPATUHAN 

TANAH PLANOLOGI DAN TERHADAP 

PERUNTUKAN PERATURAN 

Sebelum - ± 59 ha adalah - 53 ha wilayah Kelurahan - Belum baik, masih 

Tahun 2000 areal pemukiman Serdang peruntukannya banyak bangunan yang 

- ±7hadi- adalah Wisma KeciV tidak sesuai dengan 

pergunakan untuk Deret (WK.c/D) dan ketentuan Rencana Tata 

perkantor-an dan Wisma Sedang (WSd). Kota sebanyak 37% 

per-dagangan - 12 ha peruntukannya - Ketentuan Garis Sepadan 

- ± 8 ha di-gnnakan adalah perkantoran dan I Bangunan masih banyak 

untuk fasos/fasum perdagangan dilanggar, banyak 

- ± 8,23 ha - 14,20 haperuntukan-nya bangunan yang tidak 

merupakan tanah adalah fasos I fasum mematuhi ketentuan GSB 

kosong sebanyak 30% 
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2. Sesudah - Bangunan rumah 

Tahun 2000 tinggal dalam 

- Sudah sesuai dengan 

Planologi Tata Kota. 
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~ Tanah kosong banyak 

digunakan untuk 

bangunan liar sebanyak 

70% 

- Kepatuhan untuk 

memenuhi aturan hukum 

kondisi sudah - Pemanfaatan tanah di meningkat menjadi 85 % 

tertata rapih wiJayah tersebut sudah - PeJaksanaan pem-

- Areal perkantonm memperhatikan aspek. bangunan sudah 

dan perdagangan tata guna tanah mendapat ijin dalam 

sudah seStlai Tata - Seluruh bangunan fasosl bentuk 1MB sebanyak 85 

Ruangdan 

Rencana Kota 

- Pembangunan 

fasoslfasum sudah 

sesuai ketentuan 

fasum sudah sesuai % 

dengan p1anologi - Bangunan fasos/ fasum 

yang teJah memiliki 

Sertipikat dan IMB 

sebanyak I 00 % 

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Lurnh Serdeng, Pejabat Dinas Tata Kota. 

2.4.1.4.Pengarnh Pendaftaran Tanah Sistematik Terhadap Tertib 

Pemeliharaan dan Lingkungau Hidup 

Tertib pemeliharaan dan Lingkungan Hidup, adalah keadaan dimana 

penanganan bideng pertanahan telah menunjang kelestarian hidup dan 

terwujudnya pembangunan berkelanjutan bemuansa lingkungan. Semua pihak 

yang mempunyai hubuugan hukum dengan tanah barns melaksanakan kewajihan 

sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut 

, Dengan dilak:sanakannya pendaftaran tanah secara sistematik membawa 

dampak positif bagi masyarakat setempat dengan keyakinan jika tanahnya sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang sah maka, dari persepsi yang demikian warga 

menjadi lebih peduli ternadap lingkungan. Keadaan ini terlihat dengan munculnya 

semangat warga untuk membangun sallll'lln air (got}, pembuatan bak sampah, 

menanam pohon dan tanaman hias disekitar rumahnya, bahkan membuat taman 

sederhana dibeberapa tempat umum. 
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Lebih dari itu semakin banyak warga yang sudah sadar lingkungan, hal ini 

terbukti dengan antusiasnya warga masyarakat di Kelurahan Serdang yang 

menyambut baik adanya Program kebersihan dan keindahan lingkungan serta 

pembuatan sumur resapan selain untuk mengantisipasi datangnya banjir juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan air tanah agar terhindar dari bakteri. 

TABELlO 

BENTUK KEPEDULIAN WARGA DALAM HAL PEMELIHARAAN 

TANAH DAN LlNGKUNGAN IDDUP 

NO. JENIS KEGIA TAN PREST AS! KETERANGAN 

1. Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Juara I Tingkat Propinsi 

Ketertiban ( K3 ) 

2. Lomba Toga di Rumah Sehat Juara I Tingkat Propinsi 

3. Lomba Keindahan Lingkungan Juara I Tingkat Kotamadya 

Swnber data : Monografi Kelurahan Serdang Tahun 2007 

Untuk melihat pandangan Kepala Kantor Pertanahan, Ketua Ajudikasi dan 

Lurah Serdang serta masyarakat sebagai pemohon pendaftaran tanah sistematik, 

berikut basil wawancara yang berkaitan dengan persepsinya tentang Pendaftaran 

Tanah sistematik di Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya 

Jakarta Pusat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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PERSEPSI TENTANG PENDAFrARAN TANAH SISTEMA TIK 

Key 

Informent 

Kepala 

Persepsi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik di Kelurahan Serdang 

Latar Belakang Aspek lain yang Sasaran yang ingin dicapai 

dipertimbangkan 

Untuk menyediakan infonnasi Pihak~pihak yang ber- Penerbitan sertipikat 

Kantor bagi m~-yarakat dan pihak- kepentin~ baik tanah, pembuatan peta­

maupun peta pemilikan tanah (peta Pertanahan plhak yang berkepentingan. pemerintah 

Kotamadya 

Jakarta 

Pusat 

Ketua 

Panitia 

Ajudikasi 

Lurnh 

Serdang 

agar dengan mudah dapat swasta sangat mem- kadasteral) dan pembuatan 

mem-peroleh data yang butuhkan ioformasi dan daftarumum. 

diperlu-kan dalam melakukan data pertanahan. 

perbuat-an hukum mengenai 

bidru!g-bid!lllg tanah yang 

sudah tenlaftar. 

Untuk memberikan kepasti-an Terhadap bidang-bidang Menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan tanah yang belum didaftar hukum mengenai hak. atas 

bukum kepada pemegang hl:lk haknya berpotensi dapat ta:nah, yang meliputi: 

atas tanah agar dengan mudah menimbulkan masalah - pemilikannya 

dapat membuktikan dirinya /sengketa pertanahan oleh - batas-batasnya 

sebagai pemegang hak yang karena tidak tersedianya ~ hak-hak atas tanahnya. 

bersangkutan. data yang akurnt Tersedianya informasi 

pertanaban (kadasteral) 

bagi pemerintah untuk 

keperluan perpajakan. 

Untuk terselenggaranya tertib Sebagai pamong dituntut Tersedianya infurmasl 

administrasl pertanahan. untuk dapat melayani pertanahan yang meliputi : 

Terselenggaranya pen--daftaran keperluan masyarakat - pemilik 

tanah secara baik merupakan dengan sebaik-baiknya -letak tanah 

dasar dan per-wujudan tertib SaJah satu tuntutan yang - lokasi 
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administrasi di bidang sangat mendesak adalah -proses pengua.')aan tanah 

pertanahan. Untuk mencapai terselengagranya - pajak 

hal tersebut setiap bidang Administrasi pertanahan - rencana pernbangunan 

tanah wajib didaftM haknya. yang baik dan faktual, kota. 

serta terwujudnya tertib 

pertanahan, 

TABELll 

~Penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

MATRIK PER.BANDINOAN PERSEPSI BEIIDASARKAN 1lN1AUAN A$PEK. 

Aspekyang 

ditinjau 

Tertib hukum 

perlllnahan 

Tertib 

Administmsi 

Pertanahan 

Persepsi Kepala Kantor 

Pertllnahan Kodya Jakarta 

Pusat. 

Bagi tanah-tanah yang 

sudah didaftarkan 

haknya akan memiliki 

nilai Jebih yaitu adanya 

kepastian hukum yang 

tertuang dalam sertipikat 

bak atas tanah. 

Persepsi Ketua Panltia 

Ajudikasi 

Pendaftaran 

sistematik 

tanah 

akan 

mernberikan kepastian 

hukum serta rasa aman 

bagi 

karena 

pemilikny~ 

huhangan 

hukum antara pemilik 

deogan tanahnya 

menjadi jelas. 

Persepsi Lurah Serdang 

Pendaftaran 

sistematik 

tanah 

san gat 

membantu masyarakat 

karena status tanah 

mereka :yang seruula 

kurang jelas kini sudah 

hersertipikat yang 

herkakuatan hukem 

pastL 

Tertib administrasi per- Secara gans besa.r Pendaftaro..n 

tanahan pada dasarnya tujuan pendaftanm sistematik 

merupakan kepentingan tanah sistematik a.dalah sederhana 

tanah 

,..,., .... 
dapat 

pemerintah 

masyaraka~ 

mel a lui 

maupun 

karen a 

administrasi 

untuk menyediakan 

informasi kepada 

pihak-pihak yang 

dikatakan sebagai upaya 

pencatatan, 

penghimpunan, 
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pertanahan yang baik, 

Tertib 

Penggunaan 

Tanab 

dapat dikelola system 

informasi yang Jengkap, 

dan menjamin 

terwujudnya mekanisme 

pelayanan yang efisien 

dan efektif. 

Secara tidak langsung 

akan menjadikan 

kualitas penggunaan 

tanah rnenjadi lebih baik, 

Tertib Semua pihak yang 

Pemeliharnan mempunyai hubungan 

dan Lingkungan hukum dengan tanah 

Hid up ltarus meiak.sanakan 

kewajiban sehubungan 

dengan pemeliharaan 

dan kelestarian 

berkepentingan, 

tennasuk pernerintah 

agar dengan mudah 

dapat memperoleh data 

yang yang diperlakan 

dalam melakukan 

perbuatan bukum 

Dengan Kekuatan 

hukum yang sudah 

diyakini, masyarakat 

a.ka.n menggunakan 

tanahnya dengan 
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terhadap bidang-bidang 

tanah demi 

terselenggaranya tertib 

administrasi pertanahan, 

Dengan 

tanah yang 

dimiliki, 

sertipikat 

sudah 

bagi 

masyarakat merupakan 

stimulus untuk menjaga 

optimal, dan akan dan menggunakan tanah 

merawat dengan miliknya dengan baik 

sebaik-baiknya. 

Dengan memunculkan semangat 

dilaksanakannya warga untuk 

pendaftaran tanah membangun rumahnya 

sistematik membawa 

dampak positif bagi 

menjadi 

disertai 

lebih rapih, 

fasiHtas 

masyarakat setempat. perhaikan saJunm air 

dengan keyakinan jika 

tanahnya sudah 

(got}, pembuatan bak 

sampah, pembuatan 

mempunyai kekuatan taman-taman di 

hukum yang sah maka. beberapa tempat umum 

dari perseps1 yang serta melaku-kan 

demikian warga penghijauan disekitar 

menjadi lebib pednli rumahnya dengan 

terhadap 

lingb:ungannya. 

menanam pohon hias 

merupa-kan refleksi 

terhadap rasa aman 
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karena tanah miliknya 

sebagai tempat tinggal 

Ielah mempunyai 

kepastian hukum. 

'---~- ·-···· 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui adanya keterkaitan dan persamaan 

persepsi tentang pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Serdang, antara 

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, Ketua Panitia Ajudikasi, dan 

Lurah Serdang_ Ketiga sumber tersebut sepakat dan mendukung peluksauaan 

pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Serdang dengan tujuan untuk 

menciptukan Catur T ertib Pertanahan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang perlu digaris bawah, yaitu : 

I. Pendaftaran tanah menghasilkan informasi, baik bagi pemerintah maupuo 

untuk masyarakat. Dengan tersedianya infonnasi yang akurat dan factual, 

bagi pihak-pihak yang berkepentiugan akan memudahkan dalam mengambil 

keputusan dalam melakukan tindakan hukum. Seperti mi.salnya bagi caJon 

pembeli akan mernsa yukin bahwa tanah yang akan dibelinya tidak dalam 

masalah. Bagi kredltur tidak rngu-ragu lagi karena sertipikat tanah yang 

menjadi jaminan alas hutangnya, tanahnya jelas dan tidak bennasalah. 

Demikian juga bagi pemerintah akan memudahkan untuk membuat rencana 

kola dan rencana pembangunan fisik. 

2. Menjadi Bahan kajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendaftaran 

tanah sistematik selanjutnya, jika perlakuan Ajudikasi banyak mebawa 

manfaat maka akan lebih ditingkatkan mutu pelayanannya maupun system 

pendaftarannya. 

3. Dapet digunakan sebagai acuan dalam rangka pembuatan rencana tala ruang, 

yaitu dengan menganalisis dan menala peruntukan tanah. Pelaksanaan 

rencana tala ruang hams mengatur penggunaan tanah terlebih dahulu. 

Selanjutnya dari rencana tata ruang dan rencana tata guna tanah dapat 
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dipergWlakan untuk menopang pembangunan ekonomi atas dasar batas 

wilayah administrasi.37 

Selanjutnya Ketua Ajudikasi lebih menekankan aspek peugaruh alaS 

pelaksanaan pendaflaran tnnab secara sistematik, sebagai herikut : 

I. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikanjaminan kepastian hukum serta 

melindungi kepada para pemegang haknya. Tanah-tanah yang belum terdaftar 

inilah yang pada umumnya berpotensi untuk menjadikan penyebab utruna 

timbunya sengketa/masalah pertanahan. Tidak adanya kepastianlpeudaftaran 

bak alas kepemitikanlpeuguasaan tanah., menimbulkan suasana ketidakpasti 

bagi pemiliknya. 

2. Dikatakan, Subtansi pendaftran tanah sistematik adalah menghimpun data fisik 

dan data yuridis bidang tnnab. Oleh k.arena itu data yang teroantum dalam 

sertipikat sangatlah akurat dan factual. Dengan demikian sangat membantu 

dalam peuentuan luas dan besar pemunggutan pejak bumi dan bangunan. Luas 

objek pajak yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan luas 

yang sebenarnya, maka dari itu seyogyanya SPPT harus mengacu pada data 

luas yang tercantum dabun sertipikat tanah. Hal ini akan mernbuat peuagihan 

dan pembayaran pajak bumi dan bunguan menjadi lebih efuktif." 

Sementara itu Lurah Serdang berpendapat bahwa pendaftaran tnnab secara 

sistematik, berdampak sangat positif baik bagi masyarakat maupun pemerintnh 

yang dapat diuraikan di bawah ini : 

I. Tertibnya administrasi pertanahan pada dasamya merupakan kepentingan 

pemerintnh maupun rnasyaraks~ karena melalui administrasi pertanahan yang 

bail<, pemerintnh dapat menciptakan ketertiban dan kelengkapan data sebagai 

bahan pengarnbilan keputusan. Sedangkan masyarakat memperoleh kepastian 

hukum. 

31 Hasil wawancara dengan Bapak Ishak Djamaluddin., Kepala Kantor Pertanahan Jakarta 
Pusat, tanggal16 Apri\2009 

31 HasH wawancara dengan Suwarto, S.sos, Panitia Ajudikasi Kellltllhan Serrlang Jakarta 
Pusat, llmggall7 April2Q09. 
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2. Peran serta masyarakat untuk menciptakan tertib pertanahan mutlak 

diperlukan dan partisipasi masyrakat dalam pembangunan harus tetap 

digalakan. Peran scrta masyarakat tidak boleh bergantung dengan tersedianya 

dana dari pemerintah, rnelainkan harus diusahakan terwujudnya rnasyarakat 

yang maodiri melalui swadya dan swadana. Hal ini telah diwujudkan dalam 

suatu gerakan yang diberi nama POKMASDARTIBNAH (Kelornpok 

Masyarakat Sadar T ertib Pertanahan) yang ditandai dengan kegiatan 

pemasangan tanda batas secara serentak diantara anggota Pokrnasdartibnah 

yang berbetasan. Manfaat pendaftaran tanah seeara sistematik setidaknya 

meliputi tiga keuntungan bagi wargalmasyarakat : 

a Memberikan kepastian hukum; 

b Merupakan stimulus bagi masyarakat untuk menjaga dan menggunakan 

tanah miliknya dengan balk; 

c Memuncaikan semangat warga dalam memelihara dan menjaga kelestarian 

lingkungannya. 39 

Sadangkan pandangan warga Kelurahan Serdang terhadap pelaksaanaan 

pendaftaran tanah secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penda:ftaran tanah secara sistematik sangat bermanfaat dikarenakan se1ama ini 

tanah yang dihuni belurn bersertipikat setelah adanya pendaflaran sistematik 

sndah mempunyai alat bukti yaitu sertipikat yang dapat dijaminkan pada 

Bank untuk menambah modal usaha Karena apabila belurn bersertipikat 

warga banya bisa menjaminkan pada perornngan yanga bunganya sangat 

tinggi. 

2. Dengan kepemilikan tanah yang sudah bersertipikat apabila dijual 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena untuk pertama kalinya 

yang ditanyakan oleh pembeli adalah kepastian bukti secara yuridis atas 

kepemilikan tanah tersebut. 

3. Dengan pendaftaran tanah secara sistematik memberikan pengetahuan akan 

pontingnya bukti kepemilikan tanah yang memberikan kepastian hukurn. 40 

:w Hasil wawancara dengan Anwar Maotana.. AP, Lurah Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, 
tangga! 15 April 2009 
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Berdasarkan uraian di atas penulis bel]l<ndapat bahwa pelaksanaan 

pendaftaran tanah yang telah dilakukan di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat Ielah 

membawa pengaru.h yang positif terhadap tertib pertanahan, khususnya dalam hal 

ini telah teroapai pelaksaanaan catur tertib partanahan. 

Di samping itu pelaksaanaan pendaftaran tanah seeara sistematik di 

Kelurahan Serdang Jakarta Pusat menurul penulis telah rnemenuhl tujuan dari 

pendaftaran tanah, sebagairnana diamanahkan dalam PP 24 tahun 19'J7 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah 

adalah: 

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukurn kepada 

pernegang hak atas suatu bidang tanab, satuan rurnab susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang 

haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. lnilab yang 

merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya 

diperintab oleh Pasal 19 UUP A. Oleh karena itu mempernleh sertifikat 

bukan sekedar fasilitas, melaiukan merupakan hak pemegang hak atas 

tanab, yang dijarain undang-undang. Sertifikat adalah sural tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak 

alas tanah, Hak Pengelolaan, tanab wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rurnah 

Susun dan Hak Tanggungan, yang masing-masing sudab dibukukan dalam 

buku tanab yang bersangkutan. Sedang buku tanab adalah dokumen dakun 

bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek 

pendaftaran tanab yang sudah ada baknya. 

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah dan satuan rurnab susun yang didafisr, tezmasuk keterangan 

mengenai adanya banganan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan 

data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanab dan 

40 HasH wawancara dengan Bapak Oyo Sunaryo dan Bapak Jarisno, Warga Keluruhan 
Serdang Jakarta Pusat, tang,gall4 April2009 
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satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain 

serta beban-beban lain yang membebaninya. 

b. untuk menyediakan infonnasi kepada pihak.-pihak. yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk 

penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota tala usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal 

sebagai daftar umum, yang terdiri alas peta pendaftaran, daftar tanah, sural 

ukur, buku tanah dan daftar nama. Para pihak berkepentingan, terutama 

calon pembeli atau calon kreditor, sebelum melakukan suatu perbuatan 

hukwn mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu 

perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan 

dalam daftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebul Maka data tersebut 

diberi bersifat terbuka untuk urnum. Ini sesuai dengan asas pendaftaran 

yang terbuka. 

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya 

pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib 

administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi 

tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, 

pembebanan dan hapusnya wajib didaftar. 

2.4.2 Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di 

Kelurahan Serdang Jakarta Pusat 

Berdasarkan penelitian yang Ielah dilaknkan penulis dapat diketabui 

beberapa kendala yang muncul dalam pelaksaanaan Pendaftaran Tanah di 

Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, yaitu: 

I. Kurangnya pengetabuan warga tentang hukurn pertanahan, sebingga banyak 

surat-surat peralihan ajudikasi maupun prona kepemilikan yang dimiliki oleh 

warga hanya kwitansi maupun dijwnpai tidak lengkap urutan kepemilikan. 
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2. Banyaknya peserta ajudikasi maupun prona yang keadaan ekonominya rendah, 

sehingga kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan bertahun 

tahun tidak terbayarkan sehingga untuk rnenentukan pernbayaran BPHTP dan 

membayarannya menjadi kendala bagi mereka. 

3. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dengan cara membeli 

sehagian tanah milik warga dengan harga murah dikarenakan kondisi ekonomi 

masyarakat yang tidak marnpu memhayar biaya untuk melakukan pendaftaran 

terhadap bidang-bidang tanah yang dirnilikinya. 

4. Banyak waktu yang tersita untuk memberikan pengandnm atas sengketa antar 

para pihak, karena masalah sural bulcti kepemilikan ataupun batas dilapangan 

tidak sesuai dengan bukti kepemilikan dengan sebelah menyebelahnya. 

5. Permasalahan yang timbul dalarn pelaksanaan pengukman dan pemetaan. 

Yaitu: 

a ) Keterlarnbatan dana yang turon untuk melaksanakan pengukman 

menyehabkan pekerjaan menjadi terlarnbat sehingga pengukman dan 

pemetaan dilaksanakan terkesan terburu-buru atau terlalu singka\ 

walaupun tidak menyimpang dati ketentuan yang berlalru. 

b ) Sebelum diukur tanah-tanah milk warga., banyak yang tidak memiliki 

taada batas atau patok yang pennanen, oleh BPN disiapkan patok kayu 

panjang seldtar 60 em yang ditandai eat kuning diatasnya kemudian 

disernhkan kepada pemilik tanah yang bersangkotan 

Walaupun pennsalahan tersebut diutas sering terjadi dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara sistematik namun urnumnya dapat diatasi oleh Panitia 

Ajudikasi karena apabila ada masalah atau sengketa yang timbul dapet 

diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa didepao 

Panitia Ajudikasi, sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan 

dalam pasal 72 Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 1997, mengenai tugas dan 

wewenang panitia ajudikasi untuk mengusahakan penyelesaiaan sengke\a secara 

damai. Bila permasalahan tidak dapet terSelesaikan seeara damai, maka upaya 

terakhir dilakukan melalui jalur pengadilan. 
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Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul 

dalam pelaksaanaan pendaftaran tannh tenrebut adalah dengan melakukan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga warga mendapatkan informasi 

dan pengetahuan hukum yang memadal untuk mendukung tenrelenggaranya 

pendaftaran tanah dengan baik. Untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Alas Tanah) bagi warga yang tidak mampu Ielah mendapatkan keringanan dalam 

pembayarannya. 
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3.1 Kesimpulan 

BAB Ill 

PENUTUP 

I. Pelaksaanaan penda.ftaran umah secara sistematik di kelurahan Serdang 

Jakarta Pusat telah memberikan pengaruh yang signjfikan dan positif dalam 

mewujudkan tertib perumahan dalam rangka memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum hak milik atas tanaiJ. sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tenUlng Penda.ftaran Tanah. khususnya 

terhadap tertib hukum dan tertib administrasi perumahan. yang ditunjukkan 

dengan banyaknya bidang umah yang telah mampu disertipikatkan dalam 

proses penda.ftaran tanah ini. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan 

jumlah sengketa tanab, oleh karena warga telah merniliki tanda bukti 

kepemilikan hak alas tanah (sertipikat) dan terdapetnya data pertanahan yang 

lengkap. 

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksaanaan penda.ftaran tanah di 

kelurahan Serdang Jakarta Pnsat adalah kurangnya pengetahuan hukum 

pertanahan yang dimilik oleh warga, rendahnya tingkat perekonomian yang 

berdampak terhadap kemampuan warga dalarn pembayaran BPHTB (!lea 

Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan) dan diperlukannya waktu panjang 

untuk memberikan pengurahan kepeda warga dan hambatan-hambatan yang 

teljadi di dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yaitu keterlamhatan 

dana yang turon untuk melaksanakan pengnkuran dan pernetaan serta tidak 

adanya batas-batas patok yang merupakan tanda batas tanah-tanah milik warga 
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3.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan dari basil penelitlan ini adalah : 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik perlu dilaksanakan secara terus menerus 

dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di 

desalkelurahan seeara lengkap untuk terciptanya tertlb pertanahan di seluruh 

wilayah Republik Indonesia 

2. Pelaksaanaan pendaftaran tanah seeara sistematik tidak hanya bergantung 

kepeda pemerintah, melainkan diarahkan kepada pendidikan masyarnkat 

melalui ajudikasi swadaya dan swadana demi terwujudnya masyarakat yang 

mandiri dalam proses pelaksaanaan pendaftaran tanah. 

3. Diadakannya prognun pinjaman krcdit dengan bunga yang rendah kepada 

masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya untuk proses 

pendaftaran tanah untuk pertama kali alas bidang tanah yang dimilikinya. 
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